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iABSTRAK
PERJANJIAN KREDIT TERHADAP KEPEMILIKAN
MOBIL PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN
(Studi Kasus di PT. Dewi Mobil)
HERMAN KOJAYA SIREGAR
NPM : 1420020024
Salah satu lembaga hak jaminan yang ada di lndonesia yang dapat
dibebankan pada benda bergerak adalah fidusia, sebagaimana diatur dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengaturan
jaminan fidusia tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan
menjamin kepastian hukum bagi para pihak, terutama kreditur termasuk
adanya larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia. Berdasarkan hal-hal
tersebut maka dalam masalah kredit tidak terlepas pembicaraan mengenai
jaminan, dalam hal ini jaminan fidusia.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai
perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia, proses perjanjian
kredit terhadap kepemilikan mobil dengan objek jaminan pada PT. Dewi
Mobil, dan survey dan suku bunga serta biaya administrasi dalam perjanjian
kredit terhadap kepemilikan mobil pada PT. Dewi Mobil. Penelitian yang
dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis
empiris yang diambil dari data primer yang dilakukan dengan wawancara dan
dari data sekunder yang diperoleh melalui Bahan hukum primer, Bahan hukum
sekunder dan Bahan hukum tertier.
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kredit Pemilikan Mobil
(KPM) adalah produk kredit yang ditujukan kepada seseorang yang
memerlukan mobil baru dengan cara mengangsur. Angsuran KPM bersifat In
Advance, yaitu sebuah perhitungan angsuran KPM dengan total uang muka
yang memuat angsuran pertama, administrasi, dan asuransi. Pembiayaan kredit
ini melalui dealer mobil yang sudah bekerjasama dengan pihak finance.
Finance merupakan lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas kepada
customer untuk mendanai kredit mobil tersebut. Dalam pendanaan kredit
mobil, setiap finance memiliki sistem perhitungan yang berbeda-beda. Dengan
selesainya Tesis ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran untuk
memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan
Perjanjian Kredit di Bank.
Kata kunci: Perjanjian, Kredit, Kepemilikan Mobil, Lembaga Pembiayaan
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ABSTRACT
CREDIT AGREEMENT ON CAR OWNERSHIP IN FINANCING
INSTITUTIONS
(Case Study at PT Dewi Mobil)
HERMAN KOJAYA SIREGAR
NPM : 1420020024
One of the existing guarantees agency in Indonesia which may be
imposed on moving objects is fiduciary, as regulated by Law Number 42 Year
1999 concerning Fiduciary Security. Such fiduciary guarantee arrangements
are intended to provide protection and guarantee legal certainty for parties,
especially creditors including the prohibition of fiduciary providers from
transferring, pledging or leasing to other parties the objects of fiduciary
security without prior consent from fiduciary recipients. Based on these
matters, then in the credit issue is inseparable talk of the guarantee, in this
case fiduciary guarantee.
The purpose of this research is to examine more deeply about car
ownership loan agreement with fiduciary guarantee, credit agreement process
to car ownership with guarantee object at PT. Car Dewi, and survey and
interest rate and administration fee in credit agreement to car ownership at
PT. Car Goddess. The research is empirical law research using empirical
juridical approach taken from primary data conducted by interview and from
secondary data obtained through primary law material, secondary law
material and tertiary legal matter.
Based on the results of the study it is understood that Car Ownership
Credit (KPM) is a credit product that is addressed to someone who needs a
new car by installments. Installment of KPM is In Advance, which is a
calculation of installment of KPM with total down payment containing the first
installment, administration, and insurance. Financing this credit through car
dealers who have been working with the finance. Finance is a financing
institution that provides facilities to customers to fund the car loan. In
financing car loans, each finance has a different calculation system. With the
completion of this Thesis is expected to be a thought contribution to provide
legal protection to the parties who do Credit Agreement at the Bank.
Keywords: Agreement, Credit, Car Ownership, Financing Institution.
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Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akhir-akhir ini mengakibatkan makin
kompleksnya sektor kelembagaan ekonomi dan inovasi ekonomi yang berkembang.
Peran serta lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan sangat
dibutuhkan terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Kondisi makroekonomi negara yang membaik harus memperhatikan
kondisi mikroekonomi, seperti bagaimana kredit itu disalurkan ke bidang yang
produktif sehingga kondisi makroekonomi dapat terjaga.
Sisi mikroekonomi dapat dilihat dari perkembangan sektor industri kendaraan
bermotor.1 Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka berbagai cara yang
harus ditempuh oleh pemerintah salah satu diantaranya adalah dengan memberikan
kredit agar supaya masyarakat mampu meningkatkan kegiatan usaha yang produktif.
Peningkatan usaha inilah yang nantinya akan berdampak terhadap peningkatan
penyediaan prasarana usaha mereka.
Fenomena yang terjadi saat ini adalah kemudahan untuk membeli mobil dengan
jalur kredit. Hal itu dapat dilihat dengan padatnya jalan raya oleh sepeda motor dan
iklan-iklan dealer penjualan mobil yang memberikan kemudahan pembelian melalui
jalur kredit dengan syarat yang sederhana. Pemberian kredit yang dilakukan oleh
lembaga pembiayaan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum
1 Mariam Darus Badrulzaman. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : PT. Citra Aditya,
halaman 23.
2bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan
melalui suatu lembaga jaminan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini
disingkat KUHPerdata) terdapat ketentuan tentang jaminan yang sifatnya umum,
artinya berlaku terhadap setiap debitur dan kreditur dan berlaku demi hukum tanpa
harus diperjanjikan sebelumnya, yang menyatakan bahwa segala kebendaan si
berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun
yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya
perseorangan. Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa:
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing,
kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan.”
Jaminan umum seperti yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata
mempunyai dua kelemahan yaitu :
1. Kalau seluruh harta atau sebagian harta kekayaan tersebut dipindahtangankan
kepada pihak lain, karena bukan lagi kepunyaan debitur, maka bukan lagi
merupakan jaminan bagi pelunasan piutang kreditur.
2. Kalau hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi
piutang semua krediturnya, tiap kreditur hanya memperoleh pembayaran
sebagian seimbang dengan jumlah piutangnya masing-masing.
3Sistem pembelian secara kredit adalah sistem pembelian barang yang pada
umumnya customer diwajibkan membayar sejumlah uang muka, kemudian sisa dari
harga barang dibayar secara mengangsur selama periode waktu tertentu. Sistem
pembelian ini sangat membantu para customer yang tidak dapat melakukan pembelian
secara tunai. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan apabila
membeli suatu barang dengan sistem ini, yaitu besar suku bunga yang ditawarkan oleh
dealer.2
Sistem ini memang banyak yang memanfaatkan, tetapi karena keterbatasan dana
pada customer maka sistem kredit pada dealer merupakan alternatif yang banyak
dipilih. Sebagai contoh adalah dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Mobil (selanjutnya
dalam tulisan ini cukup disingkat KPM). Dalam KPM ini, perusahaan yang membiayai
pengkreditan mobil ini disebut finance. Jenis KPM di dalam sistem kredit termasuk
dalam kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan finance kepada pihak
ketiga/perorangan (termasuk karyawan sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa
barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau mengkredit.
Penggunaan KPM dalam segi jangka waktu (tenor) yang ditawarkan finance
maksimal 4 tahun. Sistem tenor yang terdapat pada KPM termasuk dalam kategori
kredit jangka panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit
jangka panjang waktu pengembaliannya diantara 3 sampai 5 tahun. Penawaran
angsuran kredit dalam kepemilikan mobil yang ditawarkan oleh finance kepada
2 Achmad Anwari. 1987. Perjanjian Perikatan Dalam Hukum Perdata. Jakarta : Ghalia
Indonesia, halaman 19.
4customer bersifat In Advance, yaitu sebuah perhitungan angsuran KPM dimana dalam
total uang muka sudah termasuk angsuran pertama, administrasi, dan asuransi.
Untuk bisa mengambil KPM, maka finance biasanya tidak membayar 100%
harga mobil tersebut. Umumnya finance hanya akan membiayai sekitar 70% - 80% dari
harga mobil, dan sisanya yang 20% - 30% berasal dari uang customer yang akan
dianggap sebagai uang muka oleh finance. Bagian 70% - 80% dana tersebut menjadi
hutang bagi customer yang harus dicicil pembayarannya dengan disertai bunga.
Pembayaran cicilan customer tersebut diangsur sampai kredit tersebut lunas.
KPM disetiap finance memiliki tingkat bunga yang berbeda, oleh karena itu
dianjurkan kepada customer untuk memahami mekanisme perhitungan dan sistem
pembayaran KPM yang benar-benar aman dan sesuai dengan kebutuhan mengingat
suku bunga pasar saat ini tidak menentu sehingga tidak merugikan customer
dikemudian hari. Customer harus kritis dalam memilih metode pembayaran dengan
bunga seminimal mungkin agar customer tidak merasa terbebani dalam setiap
pembayaran yang dilakukan pada finance tersebut. Customer juga harus mengetahui
apakah suku bunga yang digunakan finance tersebut flat atau efektif.3
Mulai proses pengajuan perjanjiannya antara calon debitur dan calon kreditur,
bagaimana mekanismenya, serta bagaimana proses pembuatan bentuk akta
perjanjiannya dan juga bagaimana pelaksanaan prestasinya, yang dalam
pelaksanaannya dapat saja mengalami peristiwa yang dapat menyebabkan terhalangnya
suatu proses pemenuhan prestasinya. Hambatan tersebut dapat berasal dari kesalahan
salah satu pihak secara disengaja maupun yang sudah diperkirakan sebelumnya serta
3 Abdul Kadir. Muhammad. 1983. Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan. Bandung : Alumni,
halaman 35.
5adanya hal-hal di luar kontrol atau kemampuan dari para pihak, sehingga akan
menimbulkan permasalahan baru yang mungkin dapat diselesaikan secara intern
diantara para pihak.
Hal ini perlu dilakukan mengingat masyarakat adalah customer yang sangat
sensitif apabila berkaitan dengan harga, dimana dengan adanya kenaikan sedikit harga
atau adanya kenaikan bunga dapat mempengaruhi minat dan kemampuan customer
dalam melakukan pembelian suatu property. Oleh karena itu, penulis ingin mengulas
lebih jauh mengenai besarnya bunga dan angsuran yang dibayarkan oleh customer
kepada pihak finance dengan menggunakan beberapa metode pembayaran. Customer
diharapkan dapat memperoleh informasi yang berguna dan dapat membantu dalam
pemilihan metode pembayaran yang akan digunakan. Secara umum ada dua macam
metode dalam pembayaran kredit yaitu metode bunga efektif yang meliputi metode
anuitas dan sliding rate, atau metode bunga flat. Berdasarkan latar belakang di atas
Penulis merasa tertarik untuk membuat Tesis dengsn judul “Perjanjian Kredit
Terhadap Kepemilikan Mobil Pada Lembaga Pembiayaan (Studi Kasus di PT.
Dewi Mobil)”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya
perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun
permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perjanjian kepemilikan mobil pada lembaga pembiayaan?
62. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit kepemilikan mobil
pada lembaga pembiayaan?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam perjanjian kredit
kepemilikan mobil pada lembaga pembiayaan?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan Tesis ini adalah :
1. Untuk mengkaji perjanjian kepemilikan mobil pada lembaga pembiayaan.
2. Untuk mengkaji hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit kepemilikan
mobil pada lembaga pembiayaan.
3. Untuk mengkaji upaya untuk mengatasi hambatan dalam perjanjian kredit
kepemilikan mobil pada lembaga pembiayaan.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
b. Untuk menambah pengembangan ilmu hukum di bidang hukum jaminan
tentang Perjanjian terhadap kepemilikan mobil pada lembaga pembiayaan.
2. Segi praktis
a. Untuk memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung
ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai kredit kepemilikan
mobil.
7b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam
mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul pada perjanjian
kepemilikan mobil di kemudian hari.
E. Keaslian Penelitian
Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk
tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari
kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian
mengenai judul tesis ini dilakukan oleh pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan
pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustaan di lingkungan
Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara bahwa judul “Perjanjian Kredit Terhadap Kepemilikan Mobil Pada
Lembaga Pembiayaan (Studi Kasus di PT. Dewi Mobil)” sejauh ini belum pernah
dilakukan walaupun ada beberapa tesis yang membahas tentang kredit pemilikan mobil
atau yang lebeih sering dikenal dengan jaminan Fidusia dan yang dirujuk sumbernya
seperti :
1. Sri Purwaningsih, B4B008260, Alumni Program Pascasarjana Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2010 dalam tesisnya yang
berjudul “Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kenderaan Bermotor di
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah” dengan rumusan masalah sebagai
berikut:
a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan obyek fidusia atas
kenderaan bermotor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah?
8b. Bagaimana perlindungan hukum bagi Kreditor jika obyek dijual kepada pihak
ketiga?
2. Nengah Reza Narendra Putra, S.H, B4B004150, Alumni Program Pascasarjana
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2006 dalam
tesisnya yang berjudul Perjanjian Kredit Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan PT.
Oto Multiartha Cabang Semarang”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah penyelesaian bila terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit
mobil melalui lembaga pembiayaan PT. Oto Multiartha Cabang Semarang?
b. Bagaimanakah penyelesaian bila terjadi overmacht pada perjanjian kredit mobil
melalui lembaga pembiayaan PT. Oto Multiartha Cabang Semarang?
3. Chandra Kirana Pravithrie Noor, S.H, Alumni Program Pascasarjana Magister
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 2014 dalam tesisnya yang
berjudul “Tinjauan Yuridis Peranan Analis Kredit Di Dalam Proses Pemberian
Kredit Kepemilikan Mobil Kepada Nasabah Bank (Studi Kasus PT. Bank ABC”,
dengan rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana peranan analis kredit dalam proses analisa kredit?
b. Bagaimanakah proses analisa kredit PT. Bank ABC terhadap kredit kepemilikan
mobil?
c. Bagaimana penyelesaian sengketa kredit PT. Bank ABC terhadap Debitur yang
wanprestasi?
9F. Kerangka Teori Dan Konsepsi
1. Kerangka teori
Salah satu komponen penting dalam penelitian adalah adanya kerangka teoritik.
Penjelasan teoritis atas masalah empiris merupakan kerangka teoritik. Dalam kerangka
teoritik, digunakan teori yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masalah
empiris. Tentu saja, teori yang digunakan harus relevan dengan penelitian. Dalam bab
ini, poin utamanya adalah kedudukan teori dalam penelitian. Jika dapat digambarkan
secara sederhana, setelah masalah dipilih dan digambarkan dengan jelas, langkah
selanjutnya adalah melakukan telaah literatur.
Mengenai hubungan teori dengan fakta, ada dua pandangan. Pertama,
empiricist, menganggap fakta dan teori berbeda total. Fakta adalah bentuk empiris yang
tidak terkontaminasi oleh ide atau teori. Kedua, relativist, menganggap ada hubungan
antara teori dan fakta dengan melihat realitas yang merupakan hasil dari yang
dipikirkan manusia.
Peran teori dalam penelitian ialah memberi justifikasi pemilihan dan
penggunaan variabel dalam model penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian.
Lebih jauh, fungsi dari teori ialah menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel
yang digunakan dalam penelitian.
Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori
(bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang
relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu
dikemukakan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung
pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat tiga variabel
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independen dan satu dependen, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada
empat kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan variabel
independen dan satu dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti,
maka akan semakin banyak teori yang dikemukakan.
a. Teori perlindungan hukum
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban
dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan
suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
b. Teori kepastian hukum
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan
atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
c. Teori Perjanjian dan keseimbangan
Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih. Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik
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yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan
formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari
persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk
timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain
atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.4
2. Konsepsi
a. Tinjauan tentang jaminan
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu: Zekerheid
atau Cautie. Zekerheid atau Cautie. Mencakup secara umum cara-cara kreditur
menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping penanggung jawab umum debitur
terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan,
istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka (23) UU Perbankan,5 Agunan
adalah jaminan tambahan diserahkan debitur-debitur kepada bank dalam rangka
mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jaminan
artinya adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima oleh debitur dari kreditur.
Menurut UU Perbankan yang berlaku saat ini sangat menekankan pentingnya
suatu jaminan dalam memberikan kreditnya dalam rangka pendistribusian dana
debitur yang sudah terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda
perekonomian. Yang sangat dipertimbangkan adalah jaminan khusus di luar
jaminan pada umumnya sebagaimana yag diatur dalam ketentuan Pasal 1131
KUHPerdata, dimana dinyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang
4 Abdul Kadir Muhammad. 1982. Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni, halaman 9.
5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.
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sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari akan menjadi tanggungan
untuk segala perikatannya.
Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa seluruh harta benda
milik debitur menjadi jaminan hutangnya bagi semua kreditur, dalam hal debitur
tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada kreditur, maka
harta benda milik debitur akan dijual dimuka umum dan hasil penjualan tersebut
dipergunakan untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, dalam hal kreditur lebih
dari satu maka harus dibagi secara perimbangannya dengan piutangnya masing-
masing terhadap ketentuan tersebut dapat juga Kreditur mendapat perlakuan
khusus yaitu diutamakan sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdata asalkan
diperjanjikan terlebih dahulu.6
Bahwa yang dimaksud dengan jaminan kredit adalah pihak debitur untuk
mendapatkan kepercayaan dari kreditur yang akan mengucurkan dana, dimana
dana tersebut setelah ada pada debitur akan dikembalikan lagi pada kreditur dengan
cara mengangsur/mencicil dalam suatu waktu yang telah ditentukan guna untuk
menjamin angsuran tersebut pihak debitur memberikan sesuatu sebagai jaminan
pada kreditur yang apabila debitur tidak lagi mampu membayar angsurannya,
kreditur dapat mengambil pelunasan dengan cara menjual jaminan tersebut.
b. Tinjauan tentang kredit
Bank mempunyai dua peran yaitu sebagai transmisi dan sebagai lembaga
perantara. Fungsi yang disebut pertama berkaitan peranan lembaga keuangan
dalam mekanisme pembangunan dalam agen-agen ekonomi sebagai akibat adanya
6 Prodjodikoro Wirjono. 1991, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu.
Bandung : Penerbit Sumur, halaman 33.
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transaksi diantara mereka. Sebagai contoh Bank Indonesia yang mencetak uang
sebagai alat pembayaran yang sah, ini dimaksudkan untuk mempermudah transaksi
diantara masyarakat dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga bank-bank
umum menerbitkan cek dimaksudkan untuk memudahkan transaksi yang
dilakukan Debitur disisi lain, fungsi kedua dari lembaga keuangan berkaitan erat
dengan fasilitas/kemudahan mengenai aliran dana dari mereka yang kelebihan
dana (penabung) kepada yang kekurangan dana (peminjam) dalam hal ini, lembaga
keuangan adalah sebagai broker, pialang/deealer dalam berbagai aktiva (asset)
yang berperan untuk meningkatkan efisiensi kedua belah pihak (save and
borrower). Mereka dapat membantu memindahkan/menyalurkan dana dari pemilik
dana (Lenders) kepada peminjam yang tidak terbatas dan tidak dikenal oleh
pemilik dana, dengan biaya transaksi dan informasi yang relatif rendah
dibandingkan bila mereka sendiri harus mencari dan melakukan transaksi
langsung.
Kegiatan bank yang kedua adalah menghimpun dana dari masyarakat luas
dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali
dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran
dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat
diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit.7
Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, cendere, yang
berarti kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian
kredit oleh bank kepada Nasabah Debitur adalah kepercayaan. Menurut Kamus
7 Kasmir. 2014. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 84.
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Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan
pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah
tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.
c. Kredit kepemilikan mobil
Minat masyarakat terhadap permintaan kredit mobil cukup tinggi, hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: tingkat suku bunga yang stabil,
persyaratan kredit yang mudah, dan tingkat pendapatan masyarakat yang makin
meningkat. Meningkatnya permintaan pembelian mobil secara kredit membuat
peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk membuat terobosan baru di
dalam usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat yaitu dengan cara
memberikan kredit pembelian mobil.
Penyaluran kredit konsumsi atau kredit mobil dilakukan oleh beberapa
lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan (multifinance).
Beberapa perusahaan pembiayaan memperoleh dana yang digunakan untuk
membiayai likuiditasnya dari bank, pinjaman ini berupa kredit konsumsi bank
untuk disalurkan kembali kepada konsumen. Hal ini membuat kredit konsumsi ini
menjadi lahan usaha yang potensial bagi perusahaan pembiayaan untuk
menyalurkan dana yang telah diperoleh dari Bank kepada konsumen, untuk
menghasilkan profit.
Perusahaan pembiayaan menjadikan alasan keuntungan sehingga
memberikan pintu kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan sepeda motor
melalui jalur kredit. Persaingan usaha juga memberikan peluang untuk memberi
kemudahan penyaluran kredit. Sebab, dana yang diperoleh perusahaan pembiyaan
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merupakan dana pinjaman dari bank yang juga dikenakan bunga, sebagai
opportunity cost dari dana yang dipinjamkan. Tingginya permintaan kredit mobil di
Indonesia dipacu oleh perusahaan pembiayaan yang mengucurkan dananya untuk
pembiayaan pembelian mobil dlam sebuah perjanjian kredit.8
G. Metode Penelitian
1) Spesifikasi penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil
penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.9 Yang didapat melalui penelitian
lapangan atas Perjanjian Terhadap Kepemilikan Mobil Pada Lembaga Pembiayaan
(Studi Kasus di PT. Dewi Mobil).
2) Metode pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis
digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan
perjanjian perjanjian pengadaan barang dan jasa.. Sedangkan pendekatan empiris
digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang
berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam
aspek kemasyarakatan.10
3) Lokasi penelitian
Lokasi Penelitian diadakan di Kota Medan khususnya di PT. Dewi Mobil.
Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktik
8 Munir Fuady. 2002. Hukum Tentang Perjanjian (Dalam Teori dan Praktek). Bandung : PT.
Citra Aditya, halaman 11.
9 Soejono Soekamto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI Press, halaman 7.
10 Ronny Hanitijo Soemitro. 1999. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia
Indonesia, halaman  36.
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tentang kedudukan hukum atas Perjanjian Terhadap Kepemilikan Mobil Pada Lembaga
Pembiayaan (Studi Kasus di PT. Dewi Mobil).
4) Populasi
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang
melakukan pinjaman kredit mobil di PT. Dewi Mobil.
5) Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (Tiga) orang responden,
yaitu Kreditur, Debitur, dan masyarakat umum.
6) Alat pengumpul data
Data yang diperlukan untuk penulisan Tesis ini terdiri dari data primer dan
data sekunder.
1. data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang
dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian, yang
berupa pengalaman praktik dan pendapat subyek penelitian tentang segala
sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kepemilikan mobil.
2. data sekunder
Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian kepustakaan
dengan cara studi dokumen atau tulisan yang telah dipublikasikan oleh
penulisnya, dibedakan menjadi:
a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
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2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat;
3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami
bahan hukum primer, yang terdiri dari:
1) Buku-buku hasil karya para sarjana;
2) Hasil-hasil penelitian;
3) Berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri
dari:
1) Kamus Hukum;
2) Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.
7) Prosedur pengambilan dan pengumpulan data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
1. Wawancara
Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam
pengumpulan data primer di lapangan, karena interviewer dapat bertatap muka
langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat
(opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.
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Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai
pengalaman tertentu atau terjun langsung pada obyek tertentu yang berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan
dapat memberikan gambaran dalam praktik tentang Perjanjian Terhadap
Kepemilikan Mobil Pada Lembaga Pembiayaan khususnya di PT. Dewi Mobil.
Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur,
kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapat
informasi lebih lanjut. Dengan demikian diperoleh jawaban yang lengkap dan
mendalam atas permasalahan yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dari
wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.
2. Studi Kepustakaan
Digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa
pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang
berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk
ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.
8) Analisis data
Analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis,
sistematis, dan konsisten sesuai dengan teknik yang dipakai dalam pengumpulan
data dan sifat data yang diperoleh. Dalam menganalisis data penelitian ini
dipergunakan metode analisis kualitatif, terhadap data sekunder yang
dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan,
kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut, selanjutnya
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disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif
mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian
tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang
bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus, yang merupakan jawaban atas
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.11




PERJANJIAN TERHADAP KEPEMILIKAN MOBIL PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN
A. Perjanjian Pada Umumnya
1. Pengertian perjanjian
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan Perjanjian atau persetujuan adalah
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan
overeekomst dalam bahasa Belanda. Kata overeekomst tersebut lazim diterjemahkan
juga dengan kata perjanjian.12 Dengan demikian perjanjian merupakan sumber
terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan dapat juga
dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233KUH Perdata) atau dengan perkataan lain
ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang- undang.
Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari
perjanjian. Dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu
atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdata). R. M. Sudikno
Mertokusumo mengemukakan bahwa “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”,13
sedangkan menurut Salim HS, Perjanjian adalah
“Hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam
bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi
12 A. Hakim Siagian. 2006. Hukum Perjanjian (Selanjutnya disebut I).  Medan : Jabal Rahmat,
halaman 19.




dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”
Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang
memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat
perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang
bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari
undang-undang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan
hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antar pihak yang
bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang
bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.Dari peristiwa
ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut
Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.14
Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi
perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu
luas,15 karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di
dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat
istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III
KUHPerdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan
melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur
persetujuan.16 Tidak lengkap karena definisi persetujuan tersebut hanya menyangkut
mengenai perjanjian sepihak yaitu satu orang mengikatkan dirinya terhadap orang lain
14 J. Satrio 1999. Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Alumni, halaman 5.
15 Mariam Darus Badrulzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, halaman 65.
16 Mariam Darus Badrulzaman. 2005. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan
Penjelasan. Bandung: Alumni, halaman 89.
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sedangkan orang lain tersebut tidak harus mengikatkan kepada pihak pertama. Dengan
demikian definisi tersebut tidak mengatur tentang perjanjian dimana kedua pihak saling
mempunyai prestasi (timbal balik bilateral). Terlalu luas karena definisi tersebut bisa
menyangkut perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, misalnya perjanjian kawin.
Sedangkan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai
secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang secara patut.
Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai kepantasan, kelayakan. Hal
kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada itikad baik, sekedar itikad baik ini
memenuhi unsur subjektif. Syarat kepatutan berakar pada suatu sifat peraturan hukum
pada umumnya, yaitu usaha mengadakan imbangan dari pelbagai kepentingan yang ada
dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan suatu
kepentingan seorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain
sama sekali didesak atau diabaikan.17
Perjanjian yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak seharusnya
kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian untuk
mencapai kesepakatan, dengan demikian para pihak mempunyai kedudukan yang
seimbang. Perkembangan dewasa ini memperlihatkan adanya kecenderungan makin
memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan
melalui negoisasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi
dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu
formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian disodorkan
kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama
17 A. Hakim Siagian. 2013. Kedudukan Asas Kepatutan Dalam Sistem Hukum Perjanjian
(Selanjutnya disebut II). Medan : Jabal Rahmat, halaman 115.
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sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negoisasi atas syarat-syarat yang telah
dibakukan itu.
Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar
kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut menurut adalah
sebagai berikut :18
1) Asas konsensualisme
Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak
tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah
dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak
mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat
dibuat secara lisan atau dapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jika
dikehendaki sebagai alat bukti, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus
dibuat secara tertulis sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal,
misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, dan perjanjian
pertanggungan. Asas konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata.19
2) Asas kepercayaan
Asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel), yaitu suatu asas yang menyatakan
bahwa seseoarang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan
kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau
melaksanakan prestasinya masing-masing.
3) Asas kekuatan mengikat
18 Mariam Darus Badrulzaman (I). Op.Cit., halaman 108-115.
19 Op.Cit., Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat
suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal”.
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Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak
semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga
terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta
moral.
4) Asas persamaan hukum
Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat,
tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan
dan jabatan.
5) Asas keseimbangan
Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. pelaku usaha
mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut
pelunasan prestasi  untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Di sini
terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk
memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi
seimbang.
6) Asas kepastian hukum
Perjanjian merupakan suatu figur hukum sehingga harus mengandung kepastian
hukum. Asas kepastian hukum disebut juga asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt
servanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya mengikat
suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi
mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang. Dengan demikian maka pihak
ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan hukum para pihak, kecuali
apabila perjanjian tersebut memang ditujukan untuk kepentingan pihak ketiga. Maksud
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dari asas pacta sunt servanda ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian, karena
dengan asas ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai Undang-
Undang bagi para pihak yang membuatnya.
7) Asas moral
Asas moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari
seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak
debitur. Asas moral terlihat pula dari zaakwarneming, dimana seseorang yang
melakukan perbuatan suka rela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan
menyelesaikan perbuatannya.20
2. Macam-macam perjanjian
Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Seseorang atau lebih berjanji
untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Mengenai jenis-jenis perjanjian ini diatur
dalam Buku III KUHPerdata ini sering disebut juga dengan peraturan pelengkap, bukan
peraturan memaksa, yang berarti bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian
dengan mengenyampingkan peraturan-peraturan perjanjian yang ada. Oleh karena itu di
sini dimungkinkan para pihak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang sama
sekali tidak diatur dalam bentuk perjanjian itu.21
Hal ini merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan
hukumantara orang-orang yang membuatnya. Di dalam perjanjian banyak sekali jenis-
20 Ibid. Lihat Rumusan pasal 1339KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian
tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.”
21 A. Hakim Siagian (Buku I)., Op.Cit, Halaman 61.
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jenis perjanjian yang diketahui dan sering terjadi di dalam masyarakat sekarang. Jenis-
jenis perjanjian itu sendiri tergolong ada 5, yaitu berdasarkan hak dan kewajiban,
berdasarkan keuntungan yang diperoleh, nama dan pengaturan, tujuan perjanjian, cara
terbentuknya atau lahirnya perjanjian, dalam 5 golongan tersebut mempunyai bentuk-
bentuk perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian tersebut adalah :
a) Berdasarkan Hak dan Kewajiban
Penggolongan ini dilihat dari Hak dan Kewajiban para pihak. Adapun perjanjian-
perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban
pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa.
1) Perjanjian Sepihak
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu
pihak, dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan
kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Misalnya perjanjian pinjam pakai.
2) Perjanjian Timbal Balik
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada
kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi
juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Misalnya perjanjian jual-beli dan
Perjanjian sewa-menyewa.22 Perjanijian timbal balik dibagi dua,yaitu:
a. Perjanjian timbal balik sempurna.
b. Perjanjian timbal balik tidak sempurna.
Perjanjian timbal balik tidak sempurna senantiasa menimbulkan suatu
kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib
22 Komariah. 2008. Hukum Perdata. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press,
halaman 5.
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melakukan sesuatu. Di sini tampak adanya prestasi yang seimbang satu
sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa wajib untuk
melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundak orang memberi pesan.
Penerima pesan melaksanakan kewajiban tersebut, apabila si penerima
pesan telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan
upah, maka pemberi pesan harus menggantikannya.23
b) Berdasarkan Keuntungan yang diperoleh
Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya
prestasi dari pihak lainnya.
1) Perjanjian Cuma-Cuma
Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi
salah satu pihak saja.Misalnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai.
2) Perjanjian Asas Beban
Perjanjian asas beban adalah perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu
selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada
hubungannya menurut hukum. Misalnya saja A menjanjikan kepada B suatu
jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.24
c) Nama dan Pengaturan
Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam
Pasal 1319 KUH Perdata. Di dalam pasal 1319 KUH Perdata hanya disebutkan dua
macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan
perjanjian innominaat (tidak bernama).




1) Perjanijian Bernama (nominaat)
Isilah kontrak nominaat merupakan terjemahan dari nominaat contract. Kontrak
nominaat sama artinya dengan perjanjian bernama atau benoemde dalam bahasa
Belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat
dalam pasal 1319 KUHPerdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi:
“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak
dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat
dalam bab ini dan bab yang lalu”. Misalnya Perjanjian jual beli, sewa menyewa,
penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan.25
2) Perjanijian Tidak Bernama (innominaat)
Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan
berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak Bernama ini diatur di dalam
Buku III KUHPerdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian
innominaat, yaitu Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik
yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama
tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang
lalu”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama
dalam KUHPerdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak
bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak yang
mengadakan perjanjian innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan
yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam KUH Perdata. Misalnya sewa beli, sewa guna usaha/leasing.




Penggolongan ini didasarkan pada unsur-unsur perjanjian yang terdapat di dalam
perjanjian tersebut.
1. Perjanjian Kebendaan
Perjanjian kebendaan adalah Perjanjian hak atas benda dialihkan atau
diserahkan kepada pihak lain. Misalnya perjanjian pembebanan jaminan dan
penyerahan hak milik.
2. Perjanjian Obligatoir
Perjanjian obligatoir adalah Perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para
pihak.
3. Perjanjian Liberatoir
Perjanjian Liberatoir adalah Perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari
kewajiban yang ada. Misalnya pembebasan utang (pasal 1438 KUHPerdata).
d) Cara terbentuknya atau lahirnya perjanjian
Penggolongan perjanjian ini didasarkan pada terbentuknya perjanjian itu.
Perjanjian itu sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat
melakukan perjanjian.
1. Perjanjian Konsensuil
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya
kesepakatan (consensus) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak




Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/
tindakan nyata. Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut
belum mengikat kedua belah pihak. Misalnya Perjanjian penitipan barang,
perjanjian pinjam pakai.
3. Perjanjian Formal
Perjanjian formal adalah Perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi
bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk
perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut
tidak sah. Misalnya jual beli tanah harus dengan akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris.
3. Syarat sah suatu perjanjian
Menurut Marhainis Abdul Hay26 lahirnya suatu perjanjian terjadi apabila ada
kata sepakat dan pernyataan sebelah menyebelah. Kata sepakat dalam hal ini adalah
mengenai hal-hal yang pokok baik berbentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan
pernyataan sebelah menyebelah terjadi apabila satu pihak yang menawarkan
menyatakan tentang perjanjian dan pihak lawan setuju tentang apa yang dinyatakan
sebelumnya. Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur
yaitu:27
1. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai
subjek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang
menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan
hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum,
26 Marhainis Abdul Hay Dalam Mariam Darus Badrulzaman (I). Op.Cit., halaman 17.
27 Mohd.Syaufii Syamsuddin. 2005. Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial.
Jakarta:Sarana Bhakti Persada, halaman 5-6.
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maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat- syarat badan hukum
yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan
tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi;
2. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam
membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan
tawar-menawar diantara mereka;
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh
pihak lain, selaku subjek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai
tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian
mempunyai  hak dan kewajiban tertentu,  yang satu dengan  yang lainnya;
saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi
prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya; dan
5. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun
tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai
dengan ketentuan yang ada.
Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat
tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu
perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu Syarat-
syarat Sahnya menurut KUHPerdata adalah empat syarat yang harus ada pada setiap
perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu baru
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dinyatakan sah. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa: Untuk sahnya
persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kata sepakat mereka harus diberikan secara bebas .walaupun syarat kata
sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi , mungkin terdapat
suatu kekhilapan di mana suatu perjanjian yang telah terjadi itu , pada
dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan
menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak . Keadaan ini kita jumpai
bilamana terjadi kekhilafan.Perjanjian yang timbul secara demikian dalam
beberapa hal dapat dibatalkan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Orang yang cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau yang
belum berumur 21 tahun tetapi sudah pernah menikah .Tidak termasuk orang-
orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu  oleh
pengadilan diputuskan berada di bawah pengampunan dan seorang perempuan
yang masih bersuami.
3. Suatu hal tertentu; dan
Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikit macam atau jenis benda
dalam perjanjian itu sudah di tentukan.
4. Suatu sebab yang halal
Dengan syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri .
Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang,
kesusilaan dan ketertiban umum. Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah
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sah apabila telah memenuhi syarat- syarat ini . Apabila salah satu syarat
atau lebih syarat itu tidak dipenuhi , maka perjanjian tersebut tidak sah
sehingga akibat-akibat hukumnya pun sebagaimana dimaksudkan tidak
terjadi pula .
Dalam rumusan Pasal di atas disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian
diperlukan empat syarat. Kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena
kedua syarat tersebut menyangkut subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir
disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek dari perjanjian. Terdapatnya cacat
kehendak (yang disebabkan adanya keliru, paksaan ataupun penipuan) atau tidak
cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian. Jika
obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau kausanya tidak halal maka
perjanjian batal demi hukum. Sesuai dengan asas konsensualisme, suatu perjanjian
lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok. Untuk mengetahui
lahirnya suatu perjanjian perlu diketahui apakah telah tercapai kata sepakat atau
belum. Pengertian kata sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui
(overrenstemende wilsklaring) antara pihak-pihak. Perjanjian harus dianggap
dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (offerte) menerima
jawaban yang termaktub dalam surat tersebut (acceptatie), sehingga pada detik itulah
dianggap sebagai detik lahirnya sepakat.
Menurut Rutten, penawaran dirumuskan sebagai suatu usul yang ditujukan
kepada pihak lain untuk menutupi perjanjian, usul mana telah dirumuskan sedemikian
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rupa sehingga penerimaan oleh pihak lain segera melahirkan perjanjian.28 Penipuan
dalam suatu perjanjian maksudnya adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah
satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah
menandatangani kontrak itu, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak
akan menandatangani kontrak yang bersangkutan. Mengenai kapan suatu kesepakatan
kehendak terjadi yang menentukan pula kapan suatu perjanjian telah mulai berlaku,
dikenal beberapa teori tentang kesepakatan kehendak.29
1. Teori kehendak (wilstheorie), yang menentukan apakah telah terjadi suatu
perjanjian adalah kehendak para pihak. Menurut teori ini perjanjian mengikat
kalau kedua kehendak telah saling bertemu;
2. Teori pengiriman (verzentdtheorie) mengajarkan bahwa kata sepakat
terbentuk pada saat dikirimnya jawaban oleh pihak yang kepadanya telah
ditawarkan suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, si
pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirim itu;
3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa kata sepakat
telah terbentuk pada saat pihak yang menawarkan mengetahui bahwa
tawarannya telah disetujui oleh pihak lainnya; dan
4. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan itu
terjadi pada saat pernyataan kehendak secara obyektif dapat dipercaya.
Asser membedakan syarat-syarat perjanjian menjadi beberapa bagian perjanjian,
yaitu bagian inti (wezenlijk oordeel) dan bagian yang bukan inti (non wezenlijk
28 Rutten Dalam J Satrio. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku
I. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 237.
29 Mariam Darus Badrulzaman (I). Op.Cit., halaman 21.
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oordeel). Bagian inti disebut esensialia, sedangkan bagian bukan inti terdiri dari
naturalia dan accidentalia.30 Sifat yang harus ada di dalam perjanjian merupakan
esensialia, yaitu sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta
(contstructiev oordeel). Seperti perjanjian antara para pihak dan obyek perjanjian,
sedangkan sifat bawaan (natuur) dalam perjanjian sehingga secara diam-diam melekat
pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual
(virjwaring), disebut bagian naturalia. Dalam perjanjian ada hal yang secara tegas
diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para
pihak, hal yang secara tegas diperjanjikan merupakan sifat yang melekat dalam
perjanjian tersebut adalah aksidentalia.
B. Perjanjian Kepemilikan Mobil
1. Terjadinya perjanjian kepemilikan mobil
Munculnya berbagai lembaga pembiayaan dewasa ini turut memacu roda
perekonomian masyarakat. Namun sayangnya pertumbuhan institusi perekonomian
tersebut tidak ditopang oleh pembangunan hukum yang memadai. Pemerintah
diharapkan selalu memberi bimbingan dan pengarahan terhadap masyarakat tentang
perekonomian, karena masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda
perekonomian dinegara kita, sehingga mencapai inti dari tujuan yang di cita-citakan
yaitu kesejahteraan rakyat berjalan lancar dan terjamin.
Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar
dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga
30 Asser Dalam Mariam Darus Badrulzaman (I). Ibid, halaman 21.
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pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal
kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara
angsuran atau berkala oleh konsumen.
Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen
disebabkan oleh faktor sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses
untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.31 Dengan
kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat,
sebagaimana diketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai
cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga
pembiayaan sangat membantu menjalankan roda perekonomian negara ini.
Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh
perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-
produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan
pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan
menerima barang tersebut, pembiayaan konsumen ini di sale credit karena konsumen
tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit
tersebut.32
Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk
membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga,
elektronika dan lain lain. Perusahaan ini sebagai lembaga untuk memenuhi
kebutuhan para konsumen. Dengan banyaknya usaha-usaha pembiayaan, maka
penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan kredit untuk
31 Munir Fuady. 2002. Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
halaman 162.
32 Ibid, halaman 205.
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kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk
pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen, adalah
kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen
dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan
ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka,
khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor.
Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu
pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor),
pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor); dan pihak supplier
(penjual atau penyedia barang).33 Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor
adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada
sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen
memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang.
Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang
tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan
pembiayaan konsumen Pihak Penjual atau supplier menyediakan barang yang
dibayar lunas oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen.
Kegiatan-kegiatan di atas salah satu upaya para pihak untuk menciptakan
keteraturan dan keharmonisan di dalam meletakkan lalu lintas hukum terutama
dalam melaksanakan perjanjian antar pihak. Perjianjian sebagaimana di atur dalam
Buku III KUH Perdata bersifat terbuka, dan sering disebut menganut asas kebebasan
berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang diperbolehkan membuat
33 Muhammad Chidir. 1993. Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata.
Medan: Mandar Maju, halaman 166.
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perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan
ketertiban umum. Sedangkan perjanjian pembiayaan konsumen sendiri tidak
tercantum dalam KUH Perdata, tetapi pada kenyataannya telah terjadi perjanjian-
perjanjiaan seperti yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata : ”Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan
itikat baik”.
Bentuk dari perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini
dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara
praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.
Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan
kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap
menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang
berkenan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB dipegang
oleh lembaga pembiayaan hingga pinjaman tersebut lunas.
Fidusia sebagai lembaga jaminan telah diatur dalam perundang-undangan
yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang
diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang
Fidusia). Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
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berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada
dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap
kreditor lainnya. Berikut dengan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005.
Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko. Sebab
munculnya risiko biasa karena wanprestasi, perubahan undang-undang, krisis
moneter, dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan adalah
tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh konsumen atau dalam istilah bank
terjadinya kredit macet. Untuk meminimalisir risiko, jaminan dapat dijadikan sebagai
kepastian pelunasan hutang pembiayaan dikemudian hari, karena betapa pun kecil
peluang untuk muncul pemberian pembiayaan akan selalu berhadapan dengan resiko
kegagalan (wanprestasi).
2. Syarat perjanjian kepemilikan mobil
Syarat dalam perjanjian kredit pemilikan mobil belum jelas diatur, namun ada
beberapa hal terkait syarat pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan
Perbankan. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa
kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari
hasil penilai kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat
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dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya,
seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kritera-
kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Aspek hukum pemberian kredit merupakan
salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun termasuk
pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum perjanjian, sehingga setiap analis
dan pejabat pengelolaan kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang
berkaitan dengan pemberian kredit tersebut.34 Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang
ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian
yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar
menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Adapun penjelasan untuk
analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut:
1) Character
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan
kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si
nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat
pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga,
hoby dan sosial standing nya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan”
membayar.
2) Capacity
34 Sutarno. 2003.  Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Bandung: Alfabeta, halaman 3.
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Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang
dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan
kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.
Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit
yang disalurkan.
3) Capital
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan
(neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi
likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus
dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4) Colleteral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik
maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah,
maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5) Condition
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik
sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta
prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha
yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga
kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:
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1. Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari
maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan
tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-
golongan tertentu berdasarkan modal, loyalita serta karakternya. Sehingga nasabah
dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang
berbeda dari bank.
3. Purpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis
kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-
macam.
4. Prospect
Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak,
atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya, hal ini penting mengingat
jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank
yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. Payment
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah
diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian,
jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya,
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6. Profitability
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan
semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan
perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan
asuransi.35
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia
1. Pengertian jaminan fidusia
Dari definisi Fidusia yang diberikan Undang- Undang Fidusia dapat di katakan
bahwa dalam Jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi
atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap
dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan
dengan cara constitutum possessorium (verklaring van houderschap).
Dalam kehidupan sehari - hari, selama ini kita mengenal lembaga jaminan
fidusia dalam bentuk “fiduciaire eigendoms overdracht” atau disingkat FEO yang
berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan. Pranata jaminan FEO ini timbul
berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 Ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan pasal ini kekuasaan atas benda
35 Herry Bernart Duha. 2016. Kedudukan Hukum Atas Jaminan Debitur Yang Tidak Dipasang
Hak Tanggungan (Studi Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Danamon Simpan Pinjam Sei
Sikambing Medan. Tesis. Program Pascasarjana Program Magister Kenotariatan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, halaman 76.
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yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut
mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang
digadaikan untuk keperluan usahanya.36
Menurut. Subekti fiduciaire berarti: “secara kepercayaan” suatu kepercayaan
yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang
keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam/keluar) hanya
suatu jaminan saja untuk suatu utang.37 Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999
memberikan pengertian mengenai Fidusia dan Jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 butir 1
disebutkan pengertian mengenai Fidusia yang berarti sebagai berikut:
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.
Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memuat
pengertian:
“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang
tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi
pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.
36 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. Jaminan fidusia. Jakarta: PT. Grafindo Persada,
halaman 123.
37 R. Subekti. 1982. Jaminan- Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia.
Bandung: Alumni, halaman 76.
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2.Subjek jaminan fidusia
Dalam Undang-Undang Fidusia yang dimaksud dengan subjek adalah
Pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pasal 1 Ayat 5 UUJF menyebutkan bahwa
Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang
menjadi objek jaminan fidusia, dan Pasal 1 ayat 6 menyebutkan, Penerima Fidusia
adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang
pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau berbadan
usaha bukan berbadan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah
seseorang yang secara hukum dianggap sah mewakili Penerima Fidusia dalam
penerimaan jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan
pemegang obligasi.
Pasal 9 UUJF  menetapkan bahwa Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap
satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada
saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut
demi hukum akan dibebani dengan Jaminan fidusia pada saat benda dimaksud
menjadi milik Pemberi fidusia.38
Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi
fidusia dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus notaris Indonesia
maka dari itu Pemberi tidak dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing kecuali
penerima fidusia karena hanya berkedudukan sebaga kreditur penerima fidusia.39
38 Munir Fuady. 2000. Jaminan Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 6.
39 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit., halaman 137.
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3.Objek jaminan fidusia
Dalam Undang-Undang Fidusia tidak disebutkan secara jelas pengertian dari
objek Jaminan fidusia, Pasal 1 Ayat 2 - Undang Fidusia kita dapat mengetahui yang
menjadi objek Jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupu tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia.
Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek Jaminan
fidusia, Pasal 10 UUJF menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain: Jaminan fidusia
meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang
diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek
Jaminan fidusia diasuransikan. Dengan demikian apabila benda tersebut diasuransikan,
maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia. Pasal 25 Ayat 2 UUJF
menetapkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak
menghapuskan klaim asuransi tersebut. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti
objek Jaminan fidusia tersebut.40 Pasal 3 UUJF dengan tegas menyatakan bahwa UUJF
ini tidak berlaku terhadap:41
a). Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas
benda- benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan diatas
milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan
40 Ibid., halaman 138.41 Sutarno. Op.Cit., halaman 212- 213.
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Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat
dijadikan objek Jaminan fidusia.
b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua
puluh) M3 atau lebih;
c) Hipotek atas pesawat terbang; dan
d) Gadai.
4. Proses terjadinya jaminan fidusia
Proses terjadinya jaminan fidusia terjadi melalui dua tahap, yaitu pembebanan
Jaminan fidusia dan pendaftaran Jaminan fidusia.
a) Pembebanan jaminan fidusia
Dalam Pasal 5 Ayat 1 UUJF menjelaskan bahwa pembebanan kebendaan
dengan Jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang
merupakan akta Jaminan fidusia. Dalam akta Jaminan fidusia tersebut salain
dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan
akta tersebut. Dalam Pasal 4 UUJF menegaskan Jaminan fidusia merupakan perjanjian
ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk
memenuhi suatu prestasi. Alasan Undang- Undang menetapkan dengan akta notaris
adalah:42
a. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian
sempurna;
b. Objek Jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
c. Undang- Undang melarang adanya Fidusia ulang.
42 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Op.Cit., halaman 131-132.
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Akta Jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:43
a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau
tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan
pekerjaan.
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam
perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia.
Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup
dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan
mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi
objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan yang selalu
berubah- ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi,
atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan fidusia
dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
d. nilai penjaminan;
e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Selain hal-hal yang wajib dimuat dalam suatu akta notaris tentang jaminan
fidusia, perlu diberikan penegasan tentang utang yang pelunasannya dijamin
dengan jaminan fidusia. Menurut Pasal 7 Undang- Undang fidusia, utang
yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :
43 Purwahid Patrik dan Kashadi. 2000. Hukum Jaminan. Semarang: Universitas
Diponegoro, halaman 41.
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1. Utang yang telah ada;
2. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam
jumlah tertentu maksudnya utang yang akan timbul dikemudian hari
yang dikenal dengan istilah “kontinjen”, misalnya utang yang timbul
dari pembayaran yang dilakukan oleh untuk kepentingan debitur dalam
rangka pelaksanaan garansi bank;
3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu
prestasi. Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga
atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan
kemudian.
b) Pendaftaran jaminan fidusia
Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Hutang
termasuk Jaminan fidusia ini, maka UUJF, yakni Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap Jaminan fidusia untuk
didaftarkan pada pejabat yang berwenang.
Untuk pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban
untuk mendaftarkan fidusia ini ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut
bersumber dari Pasal 11 dari UUJF. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak Pemberi fidusia. Pendaftaran
fidusia dilakukan terhadap hal- hal sebagai berikut:44
44 Ignatius Ridwan Widyadharma. 2004. Hukum Jaminan Fidusia. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, halaman15-16.
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Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia,
kuasa atau wakilnya dengan melampirkan penyataan pendaftaran jaminan fidusia,
yang memuat :
a. identitas pihak Pemberi fidusia dan penerima fidusia;
b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan
notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
c. Data perjanjian pokok yang di jamin fidusia;
d. Uraian yang mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
e. Nilai penjaminan;
f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Dalam Pasal 28 UUJF yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi
objek Jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan fidusia, maka Kreditur
yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini harus diperhatikan
oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya
penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan
fidusia. Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini
merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam
pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi fidusia cidera janji.45
5. Eksekusi jaminan fidusia
Terjadinya eksekusi dalam jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia
cidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau. Untuk itu, eksekusi
45 Munir Fuady. Op.Cit., halaman 30.
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adalah merupakan kesempatan penagihan untuk memenuhi kewajiban yang
dilakukan oleh penerima jaminan akibat debitur cidera janji. Menurut Pasal 29
UUJF, eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. Pelaksanaan title eksekutorial
Pasal 15 Undang- Undang Fidusia menetapkan bahwa Sertifikat Jaminan
fidusia yang mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh. Dengan demikian akta tersebut
tinggal dieksekusi tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan.
b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuatan penerima
fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan. Eksekusi Fidusia juga dapat dilakukan
dengan jalan mengeksekusinya oleh Penerima Fidusia melalui Lembaga
Pelelangan Umum, di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk
melunasi pembayaran piutang- piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan
umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali.
Ketentuan ini menghapuskan keragu-raguan sebelumnya seolah- olah setiap
eksekusi lewat Kantor Pelelangan Umum haruslah dengan suatu penetapan
pengadilan.
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi
dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan para pihak.
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BAB III
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
KEPEMILIKAN MOBIL PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil
Perjanjian penjaminan kendaraan bermotor secara Fidusia ini merupakan
perjanjian tambahan atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya,
yaitu perjanjian kredit /perjanjian utang piutang. sehingga perjanjian kredit sebagai
perjanjian pokok harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian penjaminan
kendaraan bermotornya.
Perjanjian penjaminan kendaraan bermotor secara Fidusia ini penting karena
untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada Kreditur untuk mendapatkan
pelunasan terlebih dahulu dari kreditor- kreditor lainya dari barang- barang jaminan
tersebut bilamana debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang
ditentukan dalam perjanjian, dengan ketentuan bahwa obyek Jaminan fidusia harus
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 UUJF) sehingga dalam
pengikatan jaminan tersebut harus mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam hal jaminan atau agunan yang termasuk dalam
obyek fidusia pengikatannya juga harus dengan ketentuan fidusia yaitu UUJF. Pada
dasarnya PT. Dewi Mobil merupakan dealer yang pembiayaannya dijamin oleh
Bank Central Asia (Selanjutnya disingkat BCA) Finance dan PT. Verena Multi
Finance, Tbk. Adapun pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan
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fidusia atas kendaraan bermotor pada PT. Dewi Mobil harus diproses melalui
tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pengajuan permohonan kredit
a. Pemohon kredit atau calon debitor wajib datang sendiri ke PT. Dewi
Mobil untuk mengisi formulir permohonan kredit, tidak boleh diwakilkan
sebab nanti calon debitur harus menandatangani sendiri formulir
permohonan kredit tersebut. Bagian Pemasaran kredit memeriksa calon
nasabah debitur dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (Black List Intern),
jika termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, maka tidak perlu
diproses lebih lanjut atau ditolak. Apabila pemohon tersebut
dipertimbangkan untu diproses lebih lanjut maka meminta kepada calon
debitor untuk melengkapi dokumen yang diisyaratkan dalam pengajuan
kredit, termasuk pengisian formulir permohonan kredit.
Persyaratan dan ketentuan umum dalam mengajukan permohonan kredit
pada PT. Dewi Mobil meliputi 39:
1) Pemohon :
a) Warga Negara Indonesia
b) Usia minimum 21 tahun atau sudah menikah
c) Usia maksimal bagi:
 Karyawan : Jangka waktu kredit + usia pemohon < 55 tahun
 Pengusaha : Jangka waktu kredit + usia pemohon < 60 tahun
2).   Ketentuan kredit
a) Minimal uang muka 20 %- 30 % tergantung jenis mobil
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b) Minimal uang muka 10 % untuk motor.
c) Asuransi kendaraan.
d) Jangka waktu kredit 1-5 tahun (untuk mobil baru).
e) Jangka waktu kredit 1-3 tahun (untuk mobil bekas atau motor).
f) Minimal tahun kendaraan 5 tahun dari sekarang
3). Persyaratan Dokumen
a) Karyawan:
(1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon (Suami+ Istri);
(2) Fotocopy Kartu Keluarga;
(3) Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan;
(4) Fotocopy rekening tabungan;
(5) Fotocopy BPKB, Faktur, Kuitansi,STNK (untuk mobil bekas);
(6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik BPKB terakhir (untuk
mobil bekas);
(7) Fotocopy surat keterangan dari dealer (mobil baru)
b) Pengusaha:
(1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon (Suami+ Istri);
(2) Fotocopy Kartu Keluarga;
(3) Fotocopy rekening tabungan;
(4) Fotocopy BPKB, Faktur, Kuitansi, STNK (mobil bekas);
(5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik BPKB terakhir ( mobil
bekas);
(6) Fotocopy SIUP, TDP, NPWP;
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(7) Fotocopy laporan keuangan;
(8) Fotocopy Surat Keterangan dari dealer.
Pada saat pengajuan kredit, persyaratan dokumen menggunakan fotocopy,
namun setelah kredit disetujui maka  dalam memberikan besarnya nilai pinjaman
tergantung dari besarnya harga obyek kendaraan bermotor dipasaran pada saat itu,
Kreditur memiliki ketentuan bahwa besarnya pinjaman adalah maksimal 70 % dari nilai
obyek yang menjadi jaminan, ketentuan ini diambil untuk menjaga apabila sewaktu-
waktu terjadi penurunan nilai terhadap obyek Jaminan. Apabila calon nasabah debitor
sudah menyetujui segala persyaratan yang ditentukan oleh Kreditur, maka calon
nasabah debitor diminta untuk mengisi formulir permohonan kredit kendaraan bermotor




d. Data suami atau istri;
e. Data penghasilan;
f. Data kendaraan yang akan dibeli atau dijaminkan;
g. Data asuransi;
h. Data aset yang dimiliki;
i. Data informasi penjamin
Menurut penulis, syarat pengajuan kredit sudah merupakan operating
procedure yang secara sistematis mengetahui pemohon kredit beserta kelengkapan
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datanya sehingga bisa menjadi data base yang berguna bagi pelaksanaan kredit
dengan jaminan fidusia.
2. Penilaian Permohonan Kredit
Penilaian permohonan kredit di BCA Finance dilakukan oleh pejabat yang
terkait dalam penilaian permohonan kredit yaitu: Bagian Appraisal untuk
permohonan taksasi jaminan, Bagian Legal untuk permohonan analis yuridis,
Bagian Analisa Kredit, untuk permohonan pembuatan analisa kredit, Bagian
Administrasi kredit, untuk melakukan pengecekan data. Tujuan penilaian kredit
adalah agar kredit yang diberikan dapat aman, terarah, dan menghasilkan. BCA
Finance melakukan penilaian permohonan kredit dengan prinsip penilaian kredit,
The Five C’s Credit Analis meliputi:
a. Character (kepribadian)
Merupakan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan sebelum
memutuskan untuk melaksanakan proses lebih lanjut, yang mencerminkan
kepribadian calon debitur.
b. Capacity (kemampuan, kesanggupan).
Berkaitan dengan kemampuan calon debitor dalam menghasilkan
pendapatan sebagai sumber pengembalian kredit.
c. Capital (Modal, Kekayaan)
Berkaitan dengan modal usaha yang dimiliki oleh calon Debitur. Dalam hal ini
harus ditelaah baik jumlah maupun strukturnya.
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d. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)
Berkaitan dengan kondisi ekonomi makro serta regulasi dibidang ekonomi,
moneter dan perdagangan terhadap usaha yang dimiliki calon debitur.
e. Collateral (Jaminan)
Berkaitan dengan jaminan yang akan diserahkan oleh calon debitor guna
menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitor tidak melunasi
hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan
barang jaminan itu. Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan penilaian terhadap
agunan atau jaminan yang kemudian dilakukan pemotretan terhadap jaminan
(kendaraan). Setelah dilakukan penilaian agunan atau jaminan, maka  laporan
penilaian  agunan  tersebut  ditandatangani Bagian Appraisal dan diserahkan kepada
Bagian Analis Kredit untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan
analisa kredit. Legal Officer membuat analisa yuridis terhadap permohonan kredit
berdasarkan data yang diperoleh, kemudian setelah ditandatangani laporan analiasa
yuridis tersebut diserahkan kepada Bagian Analis Kredit untuk dijadikan salah satu
pertimbangan dalam melakukan analisa kredit. Berdasarkan keterangan reponden,
untuk meneliti permohonan kredit juga dilakukan pengumpulan informasi yaitu
dilakukan dengan cara:
a. Wawancara atau pembicaraan langsung dengan calon nasabah sebagai informasi
dari tangan pertama yang diperlukan analisa kredit, sehingga keputusan kredit yang
diambil benar-benar berdasarkan fakta- fakta yang diberikan oleh yang
berkepentingan Pengumpulan data melalui cara internal seperti: penelitian berkas-
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berkas yang berkenaan dengan kelengkapan aspek hukumnya. Penelitian aktivitas
perbankan nasabah atau calon nasabah;
b. Pengumpulan informasi kredit melalui sistem informasi kredit antar cabang BCA
Financ
c. Trade Checking
Laporan analisa kredit dan bekas - berkas permohonan kredit yang telah dianalisa
kemudian diserahkan kepada Bagian Marketing untuk dibuatkan Usulan Keputusan
Kredit dan rekomendasinya. Setelah Usulan Keputusan Kredit dan rekomendasinya
dibuat, Manager Pemasaran mengajukan Usulan Keputusan Kredit beserta seluruh
berkas analisa ke Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan.
3. Pemberian persetujuan kredit
Berdasarkan tim penilai kredit, apabila yang pemberian kreditnya ditolak
oleh Komite Kredit maka Bagian marketing harus segera memberitahukan kepada
calon nasabah bahwa kreditnya belum dapat dipenuhi. Jika usulan kredit disetujui
atau diterima, maka Bagian marketing segera memberitahukan atau menghubungi
nasabah bahwa pengajuan kreditnya diterima dengan membuat surat persetujuan
kredit. Dengan  diterimanya  permohonan  kredit  maka  Surat  Penegasan
Persetujuan  Kredit segera  ditandatangani  oleh  nasabah dan dikembalikan kepada
BCA Finance untuk diproses, yaitu dengan cara :
a. Mempersiapkan, meneliti kebenaran dan keabsahan semua dokumen yang
diperlukan untuk realisasi kredit dan melengkapinya sesuai dengan
persyaratan persetujuan kredit;
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b. Menyiapkan Perjanjian Kredit (akad kredit) secara tertulis dengan
memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam
keputusan persetujuan kredit maupun perundang-undangan dan sekurang-
kurangnya telah memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga, provisi, biaya,
tata cara pembayaran kembali serta persyaratan atau ketentuan kredit lainnya;
c. Memenuhi keabsahan dan aspek hukum untuk melindungi kepentingan Bank;
d. Meneliti akad kredit beserta lampiran-lampirannya (termasuk pengikatan
agunan) dan memastikan seluruh aspek hukum.
e. Memberikan perlindungan bagi Bank pada saat Akad kredit yang merupakan
bukti perikatan antara 2 pihak yaitu : kreditur (BCA Finance) dan debitur
(peminjam).
Bagian Legal officer bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan
kelengkapan dokumen- dokumen, dimana keabsahan dari dokumen, yaitu:
a. Pembayaran provisi, materai, biaya asuransi dan sebagainya;
b. Penyerahan barang jaminan dan dokumennya;
c. Pelaksanaan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk
memperkecil resiko yang terjadi diluar kesalahan debitor maupun kreditur.46
Dalam mengambil keputusan terhadap bunga kredit terdapat beberapa
kebijakan finance menggunakan bunga flat. Pengambilan keputusan oleh pihak
finance untuk menggunakan metode flat karena perhitungan metodenya yang cukup
mudah digunakan dan dalam praktek sehari-harinya mudah dipahami oleh pihak
dealer dan customer, selain itu juga untuk dapat mengoptimalkan keuntungan
46 Mariam Darus Badrulzaman. Op.Cit, halaman 42
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perusahaan. Namun di dalam pengambilan keputusan oleh pihak finance untuk
menggunakan metode anuitas bukanlah tanpa alasan pula, melainkan karena tingkat
persaingan dan tingkat bunga yang semakin tinggi antara berbagai finance. Hal ini
menyebabkan pihak finance untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan
guna penetapan metode perhitungan bunga KPM sehingga dalam hal ini pihak
finance tidak terlalu berfokus dalam mendapatkan laba yang sebesar-besarnya
melainkan untuk mendapatkan customer yang sebanyak-banyaknya dengan tingkat
pendapatan bunga yang tidak terlalu tinggi.
Pada kenyataannya banyak finance yang memberikan suku bunga dalam
bentuk flat dibanding suku bunga efektif, hal ini berfungsi untuk mengelabui
customer dimana suku bunga flat terkesan lebih rendah dibanding suku bunga
efektif. Hal tersebut sama dengan pernyataan Bumulo dan Mursinto (2006) yang
mengemukakan bahwa dalam praktik secara kredit dipakai cara angsuran dengan
beban bunga secara flat, yang tingkat bunganya lebih kecil dibandingkan bunga
efektif. Namun setelah dihitung dengan menggunakan metode pembayaran KPM,
hasil perhitungan pembayaran bunga dan angsuran dengan menggunakan bunga flat
lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode bunga efektif atau dengan
metode anuitas dan sliding rate.
4. Pengikatan perjanjian dengan jaminan fidusia
BCA Finance melakukan pengikatan dengan tujuan untuk upaya
pencegahan dalam emberian perjanjian kredit yang sangat beresiko, sehingga
diperlukan suatu sarana yang dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum
bagi pemberi kredit.
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Di dalam praktek, benda yang diikat dengan Jaminan fidusia ini harus
diasuransikan terlebih dahulu. Jika benda tersebut belum diasuransikan maka pihak
BCA Finance menawarkan untuk melakukan asuransi benda yang akan diikat
dengan jaminan fidusia tersebut pada perusahaan asuransi tertentu yang sudah
menjalin kerjasama dengan pihak BCA Finance atau debitur dapat mencari sendiri
perusahaan asuransi untuk mengasuransikan benda tersebut.
Untuk proses pengikatan jaminan kendaraan bermotor pada BCA Finance
adalah:
a. Apabila BPKB atas nama debitor, maka debitor diminta menyiapkan blanko
kuitansi sebanyak 3 (tiga) lembar, dimana 1 (satu) diantaranya bermaterai
cukup;
b. Dalam hal nama yang tercatat dalam BPKB bukan atas debitor, maka harus
melampirkan;
c. Surat pernyataan balik nama BPKB yang ditandatangani debitor selaku
pemilik kendaraaan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk balik nama;
d. Blanko kuitansi dari nama yang tercantum dalam BPKB Blanko kuitansi
atas nama debitor (yang akan dibalik nama);
e. Menyiapkan Surat Kuasa Jual yang harus ditandatangani oleh debitur;
f. Menyiapkan Surat Permohonan kepada polisi setempat untuk melakukan
klaim terhadap kendaraan yang dijaminkan (blokir);
g. Menyiapkan Akta Pengikatan Agunan atas penyerahan kendaraan tersebut
secara fidusia.
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Pengikatan obyek jaminan dengan Jaminan fidusia dapat dibuat dengan akta
notaris atau akta di bawah tangan, yang mengunakan akta notaris di buat dihadapan
notaris sesuai dengan aturan yang ada. Akta pengikatan obyek Jaminan dengan
minan fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan juga dapat dilakukan
legalisasi dengan cara datang kehadapan notaris dan para pihak tanda tangan di
depan notaris kemudian pihak notaris memberikan pernyataan legalisasi dalam akta
tersebut yang memuat:
a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat
kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin status perkawinan, dan pekerjaan;
b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
Yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia;
c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai
benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia cukup dengan mengidentifikasikan
benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikan.
d. Nilai penjaminan
Kreditor sebagai penerima fidusia harus menentukan beberapa nilai penjaminan
yang harus ditetapkan dalam Akta Jaminan fidusia. Nilai penjaminan diperlukan
untuk menentukan besarnya hak preferent yang dimiliki kreditor jika Jaminan
fidusia itu dieksekusi atau dijual.
e. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia.
Benda-benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia harus ditentukan berapa nilainya
atau harganya. Penilaian benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia dapat dinilai
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sendiri oleh kreditor bila memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian, tetapi
dapat juga menggunakan konsultan penilai yang independen.
Selain  data  tersebut  di  atas, Akta Jaminan fidusia juga memuat waktu
pembuatan Akta Jaminan fidusia, sehingga tidak dapat melakukan Fidusia ulang Akta
Jaminan fidusia ini kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran
Akta Jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) ini dilakukan oleh pihak
Bank ataupun kuasanya. Sebelum Akta Jaminan fidusia ini didaftarkan maka terlebih
dahulu harus dibuat permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diajukan secara
tertulis oleh Penerima Fidusia yaitu BCA Finance kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Pengajuan permohonan pendaftaran Jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh penerima
fidusia dengan melampirkan dokumen atau surat-surat sebagai berikut:
a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan
pendaftaran jaminan fidusia;
c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
Setelah akta Fidusia dibuat, kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran
Fidusia (KPF), setelah didaftarkan maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan
menerbitkan sertifikat Fidusia yang akan disimpan oleh pihak Bank. Pendaftaran ini
dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penerima Fidusia BCA
Finance, sebab dengan didaftarkannya akta Fidusia tersebut maka apabila suatu saat
terjadi masalah terhadap pelunasan kredit oleh debitor maka pihak Bank (kreditur)
berhak atas obyek yang menjadi Jaminan fidusia tersebut.
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Pendaftaran fidusia dapat dilakukan langsung oleh Notaris ataupun pihak
Bank, tergantung permintaan Pihak Bank. Dalam Undang- Undang Fidusia tidak
diatur batas waktu pendaftaran, berbeda dengan Undang-Undang Hak Tanggungan
yang menyebutkan maksimal pendaftaran adalah 7 hari. Untuk memberikan
keamanan bagi pihak Bank, setelah akta Fidu dibuat sebaiknya segera didaftarkan
ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).
Presentase jumlah nasabah yang mengambil kredit kendaraan bermotor
dengan Jaminan fidusia di BCA Finance meningkat dari tahun ketahun. Perjanjian
kredit atas kendaraan bermotor yang dibuat BCA Finance dengan nasabah debitor
juga telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab
Undang- Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit yang dibuat oleh BCA Finance
dengan nasabah debitur merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak
untuk memenuhi semua kewajiban dan akan memperoleh hak-hak yang telah
diperjanjikan.
B. Survey Dan Suku Bunga Dalam Perjanjian Kepemilikan Mobil
1. Kepastian suku bunga
Dalam pendanaan kredit mobil, setiap finance memiliki sistem perhitungan
yang berbeda-beda. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab 2.3 bahwa ada dua
macam sistem perhitungan pembayaran bunga KPM yaitu dengan menggunakan
metode bunga efektif (metode anuitas dan metode sliding rate) dan metode bunga
flat. Secara umum tujuan perhitungan pembayaran KPM ini adalah sama, yaitu untuk
memperoleh besar pembayaran bunga dan angsuran per bulan. Besar kecilnya
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pembayaran bunga yang dibayarkan customer tergantung pada waktu, jumlah
pinjaman, dan suku bunga yang berlaku. Namun, yang membedakan dari ketiga
metode pembayaran KPM ini yaitu besar suku bunga pada masing-masing finance.
Langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungan pembayaran kredit ini
adalah menentukan komponen yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data dan
pengolahan data, seperti: DP murni, pokok hutang, asuransi, dan administrasi.
Setelah itu, menghitung angsuran per bulan dan sisa pinjaman kredit dengan
menggunakan komponen-komponen yang telah ada tersebut ke dalam metode
pembayaran kredit tersebut.
Setelah melakukan perhitungan pembayaran KPM dengan menggunakan
metode bunga flat atau metode bunga efektif yang meliputi metode anuitas dan
metode sliding rate maka akan terlihat perbedaan jumlah pendapatan bunga yang
akan diperoleh pihak finance terhadap ketiga metode tersebut. Berdasarkan tabel
pada lampiran C maka metode yang lebih menguntungkan bagi pihak finance yaitu
dengan menerapkan metode flat karena dengan metode flat, tiap periode pertahun
akan diperoleh jumlah angsuran kredit (utang pokok + bunga) yang sama hingga
pinjaman customer lunas meskipun outstanding principal (sisa pinjaman kredit)
menurun dalam setiap periode pembayaran. Pada metode ini, tiap bulan cicilan
bunga tetap, tidak mengikuti turunnya sisa pinjaman kredit customer. Sedangkan
bagi pihak customer, metode yang lebih baik digunakan yaitu dengan metode sliding
rate karena dapat membantu meringankan beban customer dalam proses
pengembalian kreditnya.
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Pada perhitungan ini, bunga kredit dihitung dari saldo akhir setiap bulannya
sehingga bunga yang dibayar customer setiap bulannya semakin menurun. Dengan
demikian, jumlah angsuran yang dibayar customer setiap bulannya akan semakin
mengecil. Namun, dalam prakteknya metode yang sering diterapkan pihak finance
adalah metode anuitas dan bunga flat. Hal ini dimaksudkan agar customer mudah
untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut, karena kedua metode tersebut
memungkinkan customer untuk mempersiapkan uang angsuran yang sama setiap
bulannya. Pada metode anuitas, periode awal jumlah angsuran yang dibayarkan
sebagian besar diserap untuk membayar bunga, yaitu porsi bunga pada masa awal
sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok (amortisasi hutang) sangat kecil.
Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. Porsi angsuran
pokok akan menjadi sangat besar sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil.
Pembagian porsi pembayaran cicilan dari awal hingga akhir periode dapat
mengambil keputusan terhadap bunga kredit terdapat beberapa kebijakan finance
menggunakan bunga flat.
Pengambilan keputusan oleh pihak finance untuk menggunakan metode flat
karena perhitungan metodenya yang cukup mudah digunakan dan dalam praktek
sehari-harinya mudah dipahami oleh pihak dealer dan customer, selain itu juga untuk
dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Namun di dalam pengambilan
keputusan oleh pihak finance untuk menggunakan metode anuitas bukanlah tanpa
alasan pula, melainkan karena tingkat persaingan dan tingkat bunga yang semakin
tinggi antara berbagai finance. Hal ini menyebabkan pihak finance untuk lebih
berhati-hati dalam mengambil keputusan guna penetapan metode perhitungan bunga
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KPM sehingga dalam hal ini pihak finance tidak terlalu berfokus dalam
mendapatkan laba yang sebesar-besarnya melainkan untuk mendapatkan customer
yang sebanyak-banyaknya dengan tingkat pendapatan bunga yang tidak terlalu
tinggi.
2. Pendaftaran jaminan
Jaminan fidusia sudah lama dikenal dalam hukum jaminan di Indonesia.
Bentuk jaminan ini dipergunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam,
karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat baik oleh pihak
pemberi fidusia maupun pihak penerima fidusia. Namun sampai saat ini tidak dapat
memberikan kepastian hukum, oleh karena dalam peraturan pendaftaran jaminan
fidusia dan jaminan kredit ada beberapa pasal yang mengatur namun belum jelas dan
tegas serta ada beberapa pasal yang sama sekali tidak mengatur mengenai akibat
hukum pendaftaran jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi dan kapan saatnya
pendaftaran tersebut harus dilakukan.
Sebagai jaminan hutang, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus
dilakukan pendaftaran, gunanya adalah untuk memperoleh kepastian hukum yang
mana sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan
Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun
kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara
Republik Indonesia. Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia
dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup
Benda yang kedudukannya berada di dalam ataupun di luar wilayah negara Republik
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Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi asas publisitas. Selain itu pendaftaran
ini juga merupakan informasi yang sangat penting bagi pihak ketiga bahwa suatu
benda tersebut merupakan jaminan hutang.
Uraian mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang digabung berdasarkan
aturan dalam UUJF dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, menyebabkan segala
kegiatan masyarakat bisnis dan dan non bisnis selalu berkaitan dengan elektronik.
Melalui media elektronik pengaksesan berita, ilmu pengetahuan nasional dan
internasional menjadi mudah diperoleh. Terkait dengan sistem bisnis dan sistem
pemerintahan saat ini juga telah banyak dibantu dengan media elektronik, seperti
kementrian hukum dan ham yang merupakan departemen yang menaungi bidang
kelembagaan jaminan fidusia. Saat ini bagi para kreditur yang ingin memohonkan
pendaftaran benda jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia yaitu kantor
hukum dan ham, sudah dapat dilakukan secara online (diakses melalui jaringan
internet).
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan
Fidusia secara Elektronik. Berikut tata cara pendaftaran jaminan fidusia melalui
OnLine berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan
Fidusia secara Elektronik, antara lain :
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1. Hal pertama yang dilakukan bagi pemohon pendaftaran jaminan fidusia
secara elektronik adalah mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan
pada tampilan halaman media elektronik, yang isinya adalah : identitas
pemohon, identitas pemberi fidusia (debitur), identitas penerima fidusia
(kreditur), akta jaminan fidusia, perjanjian pokok (perjanjian kredit atau
perjanjian pembiayaan), nilai penjaminan, serta nilai benda yang dijadikan
objek jaminan fidusia;
2. Setelah mengisi formulir aplikasi, dilakukan pencetakan bukti pendaftaran.
Hal-hal yang dimuat dalam bukti pendaftaran, antara lain : nomor
pendaftaran, tanggal mengisi aplikasi, nama pemohon, nama Kantor
Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan yang diajukan, biaya pendaftaran
permohonan fidusia yang disesuaikan dengan yang ada dalam peraturan
perundang-undangan;
3. Selanjutnya dilakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia sesuai
dengan bukti pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Pembayarannya
dilakukan melalui Bank Persepsi;
4. Apabila pembayaran telah dilakukan, maka dapat dilakukan pencetakan
sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh
Pejabat yang bertanggung jawab dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia.
3. Masalah yang Timbul Dalam Perjanjian Kepemilikan Mobil
Perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat para
pihak untuk melakukan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut.47
47 Mariam Darus Badrulzaman. Op.Cit, halaman 18.
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Perjanjian terdiri dari berbagai macam yaitu perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-
menyewa, perjanjian pinjam-pakai, perjanjian tukar-menukar, perjanjian pemberian
kuasa dan lain-lain.48
Wanprestasi (atau yang disebut juga dengan istilah breach of contract) adalah
tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan
oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak
yang bersangkutan.49 Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap
timbulnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntuk pihak yang melakukan
wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar
tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Dalam hukum
kontrak apabila terjadi wanprestasi, maka pengaturan terhadap konsekuensi
pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak
ada pihak yang dirugikan. Karena itu, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi
menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum
kontrak.50
Untuk melaksanakan suatu perjanjian, terlebih dahulu harus ditetapkan secara
tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak
dan kewajiban para pihak. Jadi, pelaksanaan suatu perjanjian merupakan perwujudan
dari kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya diantara para pihak, karena
perjanjian kredit mobil di dalamnya meliputi berbagai proses.
48 Herlien Budiono. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 15.
49 Munir Fuady. 2001. Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, halaman 33-34
50 Ibid., halaman 137.
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Mulai proses pengajuan perjanjiannya antara calon debitur dan calon
kreditur, bagaimana mekanismenya, serta bagaimana proses pembuatan bentuk akta
perjanjiannya dan juga bagaimana pelaksanaan prestasinya, yang dalam
pelaksanaannya dapat saja mengalami peristiwa yang dapat menyebabkan
terhalangnya suatu proses pemenuhan prestasinya.
Hambatan tersebut dapat berasal dari kesalahan salah satu pihak secara
disengaja maupun yang sudah diperkirakan sebelumnya serta adanya hal-hal di luar
kontrol atau kemampuan dari para pihak, sehingga akan menimbulkan permasalahan
baru yang mungkin dapat diselesaikan secara intern diantara para pihak. Sedangkan
hal-hal yang di luar kontrol yang dapat menyebabkan adanya persengketaan sering
disebut overmacht, yaitu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi
kewajibannya disebabkan adanya peristiwa di luar kekuasaannya atau
kemampuannya yang menimpa barang atau obyek perjanjian. Overmacht dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu overmacht yang bersifat mutlak (absolute) dan
overmacht yang bersifat relatif.
Pada overmacht yang bersifat absolut, debitur sama sekali tidak lagi
diharapkan untuk memenuhi prestasi, sedangkan pada overmacht yang relatif,
debitur masih mungkin memenuhi prestasi tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan
yang sangat besar, baik pengorbanan yang bersifat materiil maupun bersifat moril.
Sedangkan overmacht bersifat tetap bila debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau
kalaupun debitur masih mungkin dapat memenuhinya tetapi pemenuhannya tidak
mempunyai arti lagi bagi kreditur. Dikatakan bersifat overmacht bersifat sementara
bila overmacht tersebut hanya mengakibatkan tertundanya pemenuhan prestasi untuk
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sementara waktu dan pemenuhannya dikemudian hari kelak masih mempunyai arti
sebagaimana mestinya bagi kreditur.
Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur adalah besarnya
jumlah denda atas keterlambatan pembayaran dari debitur tidak tetap dan besarnya
uang administrasi yang berubah-ubah pada tiap-tiap tahun, maka hal ini memenuhi
kiteria wanprestasi, yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak
sebagaimana mestinya.
Penentuan apakah seorang debitur/ lessee termasuk dalam kategori
wanprestasi, menurut ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1238, yaitu “si berutang
adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu
telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan
bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan”.
Dari ketentuan Pasal 1238 di atas maka dapat disimpulkan bahwa debitur/
lessee jelas melakukan wanprestasi apabila ia benar-benar telah mendapatkan surat
pernyataan lalai dalam hal ini adalah surat pemberitahuan, surat teguran dan surat
peringatan terakhir yang diberikan dari pihak kreditur/ lessor karena lewatnya jangka
waktu yang telah ditentukan untuk pembayaran angsuran.
Wanprestasi merupakan salah satu sebab terhentinya atau terputusnya
perjanjian kredit mobil melalui . Pasal 1239 KUHPerdata menentukan bahwa dalam
hal suatu pihak melakukan wanprestasi maka pihak lainnya dapat menuntut
diberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Alternatif lain selain dari tuntutan
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hanya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, maka dapat juga dituntut pelaksanaan
perjanjian itu sendiri dengan atau tanpa ganti rugi.
Terhadap terjadinya wanprestasi, khususnya dalam hal wanprestasi yang
berupa keterlambatan pembayaran uang angsuran yang dilakukan oleh debitur/
lessee maka dalam praktek di lapangan biasanya dikenakan sanksi yang berupa
pengenaan denda yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh kreditur/ lessor.
Selanjutnya terhadap bentuk wanprestasi yang berupa pemindahtanganan obyek
perjanjian atau mobil sebelum selesai atau lunasnya masa angsuran yang dilakukan
oleh debitur/ lessee tanpa sepengetahuan kreditur/ lessor kepada pihak ketiga, maka
proses penyelesaiannya berdasarkan atas adanya isi perjanjian di muka. Sebagian
besar isi perjanjian tersebut jelas melarang hal yang dilakukan debitur/ lessee
tersebut, sebagai tindak lanjut atas perbuatan debitur/lessee maka kreditur/ lessor
dapat menarik obyek perjanjian.
Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu besarnya denda atas
keterlambatan pembayaran angsuran dari debitur serta besarnya biaya administrasi
yang harus disesuaikan tiap tahunnya berbeda dan berubah-ubah sehingga sering
dikeluhkan oleh pihak debitur, karena menurut pihak debiutur ia terpaksa terlambat
melakukan kewajibannya yaitu pembayaran angsuran karena keadaan di luar
keinginannya, bukan semata-mata lalai. Tindakan kreditur dalam pengenaan denda
yang tidak tetap kepada pihak debitur termasuk wanprestasi melaksanakan apa yang
dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Pihak BCA Finance
sebagai pihak kreditur/lessor menjelaskan bahwa hal tersebut terpaksa dikenakan
terhadap debitur/lessee yang terlambat membayarkan angsurannya karena adanya
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beberapa pertimbangan yaitu diantaranya agar memberikan pengertian bahwa
keterlambatan pembayaran yang terjadi tidak dibiarkan berlarut-larut dan agar
debitur mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.
Setiap usaha mempunyai resikonya masing-masing, resiko yang sering
dihadapi oleh dalam pelaksanaan perjanjian kredit mobil atau pembiayaan mobil
adalah macetnya pembayaran angsuran dari pembeli atau debitur karena berbagai
alasan. Resiko dalam praktek sulit dihindari, namun dapat ditekan sekecil mungkin.
Salah satu usaha untuk menekan resiko usaha yang dilakukan oleh BCA Finance
dalam perjanjian kredit mobil atau pembiayaan mobil adalah melakukan seleksi ketat
terhadap calon debitur/ lessee.
Bagi pihak debitur/ lessee seringkali merasa terkejut dengan dikenakannya
denda akibat overmacht karena sebagian besar debitur tidak menyadari akan hal ini
dan kebanyakan masalah overmacht tidak disebutkan dalam perjanjian kredit mobil
melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. Munculnya masalah tersebut lebih
banyak disebabkan karena tidak adanya kesadaran dari para pihak untuk
mencantumkan masalah overmacht dalam perjanjian, akibatnya dapat menimbulkan
suatu perselisihan di antara mereka.
Terjadinya persengketaan akibat dikenakannya denda atas terjadinya
overmacht kepada debitur lebih disebabkan karena lemahnya peran debitur dalam
menentukan isi perjanjian di mana debitur secara tepat bersedia menandatangani
perjanjian kredit mobil tersebut tanpa pertimbangan apakah ia mampu memenuhi
kewajiban-kewajibannya, sehingga bila terjadi overmacht debitur dapat dikenakan
denda dan menjadi terbebani.
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4. Resiko yang ditimbulkan dari kredit
Penyaluran kredit meski dijalankan sesuai prosedur masih memiliki resiko.
Resiko dalam penyaluran kredit yang biasa terjadi adalah ketidaksimetrisan
informasi (asymetric information) antara pemilik dana (kreditur) dan peminjam dana
(debitur). Asymetric information merupakan aspek penting dalam pasar keuangan.
Adverse selection adalah masalah penyaluran kredit sebelum transaksi dilakukan
(Mishkin, 2001). Masalah ini timbul karena pihak kreditur tidak melakukan
penyaringan calon debitur secara baik dan benar. Kebanyakan calon debitur akan
melakukan segala cara menutupi riwayat keuangan yang buruk. Membuat kreditur
melihat sisi terluar dari debitur yang sudah dipoles, namun belum tentu baik didalam.
Ini membuat debitur yang tidak baik dengan riwayat keuangan yang buruk akan
mudah memperolah dana, namun akan sulit saat pengembalian. Perilaku yang
dilakukan oleh debitur ini tentu akan merugikan kreditur.
Moral hazard, merupakan masalah lain dalam asymetric information.
Masalah penyaluran kredit setelah kontrak terkait dengan penggunaan dana pinjaman
oleh debitur. Debitur melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai kontrak yang
penuh dengan resiko yang akan membahayakan keuangan debitur, kemudian
menimbulkan kerugian pada pihak kreditur. Hal ini terjadi karena debitur merasa
bahwa yang akan menanggung kerugian terbesar atas tindakannya adalah kreditur.
Penurunan kredit akibat faktor-faktor permintaaan merupakan sesuatu yang
terjadi ketika perekonomian suatu bangsa mengalami kelesuan (resesi) Dari sisi
makro perusahaan, masalah struktural seperti penyesuaian untuk mengurangi rasio
utang terhadap modal (debt-equity ratio) yang meningkat akibat krisis merupakan
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penyebab turunnya permintaan kredit. Adanya ketidakpastian (uncertain) dan iklim
berusaha (business confidence) yang rendah juga merupakan penyebab rendahnya
keinginan untuk melakukan investasi sehingga permintaan kredit juga mengalami
penurunan.
Penurunan kredit dari sisi penawaran disebabkan oleh turunnya keinginan
bank untuk memberikan pinjaman. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan
menurunnya keinginan perbankan untuk memberikan kredit dapat bersumber dari
faktor internal mupun eksternal. Faktor internal berupa rendahnya kualitas asset
perbankan dan anjloknya modal perbankan akibat depresiasi serta negative interest
margin akan menurunkan kemampuan bank untuk member kredit.
Faktor eksternal berupa menurunnya kelayakan kredit (creditsworthiness)
dari debitur akibat melemahnya kondisi keuangan perusahaan, sehingga bank akan
mengalami kesulitan untuk membedakan tingkat kelayakan kredit dari debitur.
Intinya adalah asymetric information yang menyebabkan bank mengurangi volume
kredit mereka. Keengganan bank untuk menyalurkan kredit seringkali tidak diikuti
dengan kenaikan suku bunga (price credit rationing), melainkan diikuti oleh
pengurangan kredit secara kuantitas (non-price credit rationing).
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BAB IV
UPAYA UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL PADA LEMBAGA
PEMBIAYAAN
A. Tinjauan Suku Bunga
1.Pengertian suku bunga
Didalam suatu usaha, perubahan nilai terhadap perubahan waktu merupakan
faktor yang penting untuk diperhitungkan. Sejumlah uang pada waktu sekarang akan
mempunyai pertambahan nilai pada waktu yang akan datang. Pertambahan nilai
yang biasa disebut bunga, apabila ada pihak pemilik modal seperti finance yang
meminjamkan sejumlah uang pada periode waktu tertentu. Bunga dapat diartikan
sebagai bentuk imbalan jasa atau kompensasi atas pinjaman yang diberikan oleh
suatu pihak pemilik modal. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada
pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila
diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut “pokok hutang” (principal).
Persentase dari besarnya pinjaman yang harus dibayarkan sebagai bunga pada suatu
periode tertentu disebut tingkat bunga/ suku bunga modal per periode (bulan, musim,
tahun).
Besar bunga dari suatu pinjaman ditentukan oleh tiga hal, yaitu besar pokok
pinjaman, lama waktu pinjaman (tenor), dan besar tingkat bunga. Secara umum ada
3 macam perhitungan bunga, yaitu bunga flat (bunga sederhana), bunga majemuk,
dan bunga efektif. Namun di dalam kegiatan pembiayaan, ada dua macam sistem
perhitungan bunga yang diberikan kepada customer, yaitu sistem perhitungan bunga




Bunga flat disebut juga dengan bunga sederhana. Bunga flat adalah sistem
perhitungan bunga yang dihitung berdasarkan pada pokok pinjaman awal sehingga
besar bunga merupakan perbandingan lurus antara pokok pinjaman (P), tingkat
bunga per periode (i), dan lama peminjaman (t).
3. Bunga Majemuk (Compound Interest)
Bunga majemuk (Compound Interest) adalah perhitungan bunga per periode
yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman pada periode sebelumnya.
4. Bunga Efektif
Dalam perkembangan suku bunga majemuk yang dipakai dalam praktek
keuangan menjadi lebih kompleks karena periode pembayaran bunga (compounding
period) menjadi bervariasi mulai dari harian, mingguan, bulanan, triwulanan,
semesteran, dan tahunan. Apabila suku bunga majemuk dikaitkan dengan periode
pembayaran bunganya maka hasil yang didapatkan dari suku bunga majemuk
menjadi lebih besar dari realisasinya. Suku bunga realisasinya yang memperhatikan
periode pembayaran bunga inilah disebut suku bunga efektif (Emery & Finnerty,
1997).
Metode bunga efektif adalah kebalikan dari metode bunga flat, yaitu besar
cicilan bunga yang harus dibayar customer dihitung dari sisa pinjaman kredit.
Cicilan bunga yang dibayar customer setiap bulannya pada sistem bunga efektif
semakin menurun karena mengikuti turunnya sisa pinjaman kredit customer.
Sehingga porsi bunga dalam angsuran setiap bulan akan berbeda. Pada sistem bunga
efektif terdapat dua macam metode untuk menghitung angsuran yang meliputi
metode anuitas dan sliding rate.
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B. Biaya administrasi dalam kredit
1.Pengertian biaya administrasi
Sistem pembelian secara kredit adalah sistem pembelian barang yang pada
umumnya customer diwajibkan membayar sejumlah uang muka, kemudian sisa dari
harga barang dibayar secara mengangsur selama periode waktu tertentu. Sistem
pembelian ini sangat membantu para customer yang tidak dapat melakukan
pembelian secara tunai. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan apabila membeli suatu barang dengan sistem ini, yaitu besar suku
bunga yang ditawarkan oleh dealer.
Sistem ini memang banyak yang memanfaatkan, tetapi karena keterbatasan
dana pada customer maka sistem kredit pada dealer merupakan alternatif yang
banyak dipilih. Sebagai contoh adalah dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Mobil
(KPM). Dalam KPM ini, perusahaan yang membiayai pengkreditan mobil ini disebut
finance. Jenis KPM di dalam sistem kredit termasuk dalam kredit konsumtif, yaitu
kredit yang diberikan finance kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan
sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli,
menyewa, atau mengkredit.
Penggunaan KPM dalam segi jangka waktu (tenor) yang ditawarkan finance
maksimal 4 tahun. Sistem tenor yang terdapat pada KPM termasuk dalam kategori
kredit jangka panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang.
Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diantara 3 sampai 5 tahun.
Penawaran angsuran kredit dalam kepemilikan mobil yang ditawarkan oleh finance
kepada customer bersifat In Advance, yaitu sebuah perhitungan angsuran KPM
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dimana dalam total uang muka sudah termasuk angsuran pertama, administrasi, dan
asuransi.
Umumnya biaya administrasi merupakan biaya yang harus bank keluarkan,
akibat ditambahnya fasilitas, seperti fasilitas Anjungan Tunai Mandiri, yang antara
lain, berarti menyediakan kartu Anjungan Tunai Mandiri kosong, peralatan untuk
membaca dan menulis pada kartu tersebut, program komputer dan komputer yang
digunakan sehubungan dengan adanya Anjungan Tunai Mandiri tersebut, jaringan
Anjungan Tunai Mandiri, investasi mesin Anjungan Tunai Mandiri, gaji karyawan
karena adanya Anjungan Tunai Mandiri, seperti staf administrasi, staf yang mengisi
uang tunai ke dalam mesin, satpam yang menjaga mesin Anjungan Tunai Mandiri
dan lainnya, termasuk fasilitas Internet Banking, Phone Banking, Short Message
Service (SMS Banking) dan sebagainya.
Aplikasi persamaan diferensi dalam bidang ekonomi sering ditemukan,
terutama dalam bidang keuangan. Penerapan dalam bidang keuangan meliputi
prosedur untuk mengkombinasikan antara suku bunga, pertimbangan waktu pada
pembayaran pinjaman, dan angsuran secara kredit. Pada pembayaran bunga dan
angsuran dalam periode waktu tertentu akan membentuk suatu barisan yang
beraturan, sehingga pembayarannya dapat dimodelkan menjadi persamaan diferensi.
Di dalam analisis keuangan biasanya yang mewakili variabel bebas adalah nilai dari
periode waktu, sedangkan yang mewakili variabel terikat adalah ukuran nilai rupiah
yang berupa pembayaran per periode dari suatu pinjaman dengan metode bunga
efektif maka finance mendapat pendapatan bunga yang berbeda di setiap periode
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pembayaran, sehingga pada saat sisa hutang masih besar diawal periode penjualan,
finance sudah mengambil keuntungan yang cukup besar.
2.Perhitungan angsuran
KPM adalah produk kredit yang ditujukan kepada seseorang yang
memerlukan mobil baru dengan cara mengangsur. Angsuran KPM bersifat In
Advance, yaitu sebuah perhitungan angsuran KPM dengan total uang muka yang
memuat angsuran pertama, administrasi, dan asuransi. Pembiayaan kredit ini melalui
dealer mobil yang sudah bekerjasama dengan pihak finance. Finance merupakan
lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas kepada customer untuk mendanai
kredit mobil tersebut. Dalam pendanaan kredit mobil, setiap finance memiliki sistem
perhitungan yang berbeda-beda. Ada dua macam sistem perhitungan pembayaran
bunga KPM yang digunakan oleh finance yaitu dengan menggunakan metode bunga
efektif dan metode bunga flat. Metode bunga efektif ini terbagi menjadi dua yaitu
metode anuitas dan metode sliding rate. Metode-metode tersebut digunakan untuk
memperoleh besar pembayaran cicilan bunga dan angsuran kredit yang dibayarkan
oleh customer kepada pihak finance.
Dalam pembayaran angsuran kredit mobil dibagi menjadi dua bagian, yaitu
angsuran terhadap pinjaman pokok dan angsuran terhadap bunga yang muncul akibat
dari pinjaman tersebut. Berdasarkan metode bunga flat dan bunga efektif, metode
pembayaran yang digunakan dalam menghitung angsuran dalam pinjaman kredit
kepemilikan mobil ini dibagi menjadi tiga antara lain metode anuitas, metode sliding
rate dan metode flat. Metode anuitas dan sliding rate ini termasuk golongan metode
bunga efektif karena didalam menghitung cicilan bunganya menggunakan suku
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bunga efektif. Sedangkan metode flat termasuk golongan perhitungan metode bunga
flat (bunga sederhana) karena yang digunakan dalam menghitung cicilan bunga
kreditnya adalah suku bunga flat. Ketiga metode perhitungan angsuran pinjaman
kredit tersebut, akan dibahas sebagai berikut.
a) Metode Perhitungan Angsuran Anuitas
Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran/ tagihan yang jumlahnya tetap
tiap periode selama waktu tertentu. Pada pembayaran anuitas, untuk komposisi
besarnya angsuran pokok dengan angsuran bunga akan berbeda setiap bulannya,
yaitu besarnya pembayaran angsuran pokoknya akan semakin meningkat sedangkan
besarnya pembayaran angsuran bunganya akan semakin menurun. Namun, pada
pembayaran anuitas ini akan menghasilkan jumlah total angsuran yang sama setiap
bulannya. Pembayaran bunga pinjaman, bunga deposito, cicilan kredit motor atau
mobil adalah beberapa contoh anuitas. Persamaan-persamaan anuitas diturunkan
dengan menggunakan asumsi bunga majemuk. Secara garis besar anuitas dibagi
menjadi dua, yaitu:
1. anuitas biasa (ordinary annuity) yaitu jika pembayarannya dilakukan
setiap akhir periode (pembayarannya dilakukan pada satu periode lagi);
2. anuitas di muka (annuity due) jika pembayaran dilakukan setiap awal
periode (pembayaran mulai hari ini) atau didalam KPM disebut juga
advance (angsuran dibayar di muka).
Berikut ini adalah cara menghitung besaran angsuran anuitas biasa dan
anuitas di muka.
a. Anuitas Biasa (Ordinary Annuity)
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Persamaan Anuitas Biasa adalah persamaan untuk jumlah nilai sekarang
(JNS) atau present value of an annuity dari serangkaian cicilan yang berupa
tagihan/pembayaran yang sama banyaknya, yang baru dapat diterima/dibayar mulai
periode berikutnya.
b. Anuitas di Muka (Annuity Due)
Perbedaan anuitas biasa dan anuitas di muka adalah saat pembayaran
pertama. Jika pada anuitas biasa pembayaran pertama dimulai satu periode lagi;
sedangkan pembayaran pertama pada anuitas di muka adalah pada hari ini tau di
awal periode. Perhitungan berdasarkan anuitas biasa memberikan hasil yang hampir
sama dengan anuitas di muka untuk jumlah periode  yang besar. Tetapi untuk yang
kecil, kedua hasil bisa cukup berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan
keduanya hanya terletak pada waktu pembayaran pertama, sedangkan waktu
pembayaran-pembayaran lainnya adalah sama. Artinya, pembayaran pertama dengan
anuitas biasa (pada akhir periode 1) adalah sama waktunya dengan pembayaran
kedua dengan anuitas di muka (pada awal periode 2), dan seterusnya.
c. Metode Perhitungan Angsuran Sliding Rate
Pada metode sliding rate, angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama
setiap angsuran, sedangkan bunga yang diperhitungkan menurun sejalan
berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian, total angsuran pokok dan bunga adalah
semakin menurun selama periode angsuran.
d. Metode Perhitungan Angsuran Bunga Flat (Flat rate)
Bunga kredit dengan metode flat tersebut sangat disukai oleh sales atau
marketing pemberi kredit. Sebab hitung-hitungannya mudah dipahami sehingga
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memudahkan komunikasi dengan calon customer. Selain itu suku bunganya
mempunyai prosentasi yang lebih rendah dari bunga efektif atau anuitas. Sehingga
calon customer seolah-olah mendapat bunga yang lebih rendah. Dalam metode ini,
perhitungan bunga selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan, karena
bunga dihitung dari prosentasi bunga dikalikan pokok pinjaman awal.
3. Sisa hutang suatu pinjaman
Pada pembayaran KPM biasanya berada dalam jangka waktu tertentu dan
besar angsuran yang dibayarkan sama pada setiap periode, dimana angsuran tersebut
untuk mengurangi jumlah pinjaman dan untuk membayar bunga pinjaman tersebut.
Amortisasi adalah suatu metode yang sering digunakan dalam pembayaran
pinjaman seperti pembayaran KPM. Dalam metode ini, besarnya angsuran (A) setiap
bulan adalah sama dalam interval waktu tertentu untuk mengurangi jumlah pinjaman
pokok. Dalam setiap pembayaran angsuran pinjaman, hanya sebagian dari angsuran
hutang yang merupakan pelunasan pokok atau disebut amortisasi hutang dan sisanya
adalah untuk pembayaran bunga. Pada setiap periode besarnya amortisasi hutang dan
bunga berbeda. Namun, yang diketahui hanyalah total keduanya yaitu sebesar angsuran
yang jumlahnya sama.
Skedul amortisasi digunakan untuk mengetahui jumlah amortisasi hutang dan
bunga dalam setiap periode pembayaran selama masa kredit. Skedul amortisasi adalah
sebuah tabel periodik yang merinci masing-masing pembayaran pada amortisasi
hutang. Skedul amortisasi berupa tabel dengan sebuah baris yang berisi tentang
besarnya amortisasi hutang pada setiap periode. Setiap baris menunjukkan jumlah
pembayaran yang dibutuhkan untuk membayar bunga, jumlah yang digunakan. untuk
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mengurangi pinjaman pokok (amortisasi hutang), dan saldo sisa pinjaman pada akhir
periode. Dengan kata lain amortisasi hutang ini diperoleh dari pembayaran angsuran
dikurangi pembayaran bunga, sehingga untuk lebih memahami pengertian skedul
amortisasi.
C. Lembaga Pembiayaan
1. Pengertian lembaga pembiayaan
Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi
berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah
perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar.
Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya
distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan ke pihak lain, dan pihak lain
itu pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta
perubahan isinya.51 Dengan kata lain, isi perjanjian standar ditetapkan secara sepihak
dan dicetak dalam bentuk formulir tertentu yang digunakan berulang-ulang untuk
perjanjian sejenis. Perjanjian pinjam meminjam ini tentunya menimbulkan hubungan
utang piutang.
Suatu utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi
kehidupan di masyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang
ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif
mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur,
yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa
51 Sidharta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo, halaman 119.
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debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi belum
menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik
akan mengembalikan pinjaman.52
Keberadaan lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini perkembangannya cukup
signifikan, salah satunya yang hendak dibahas dalam penelitian tesis ini yaitu mengenai
lembaga pembiayaan melalui perjanjian kredit untuk kendaraan bermotor. Perjanjian ini
merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Adapun
yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau
kredit dengan tujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam
pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka khususnya untuk pembelian kendaraan
bermotor.
Dalam transaksi pembiayaan konsumen, ada tiga pihak yang terlibat. Pertama,
adalah pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau
Kreditur). Kedua, pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitur), dan
ketiga pihak supplier (Penjual atau Penyedia Barang). Adapun hubungan yang terjadi
antara pihak kreditur dengan pihak debitur adalah suatu hubungan kontraktual dalam
hal pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga
Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk
pembelian suatu barang. Pihak konsumen selanjutnya akan menerima fasilitas dana
untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau
52 J Satrio. 1991. Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman
97.
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angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen. Pihak penjual atau supplier
menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen.53
Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, maka lembaga
pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini
dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas
kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur. Keberadaan
lembaga dimaksud menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam
Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para konsumen untuk menguasai
benda yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman
dengan menggunakan Jaminan Fidusia.
Dalam kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, tindakan yang
dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan.
Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera
janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan
utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur
dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia.
Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan
sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam
bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung
dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh
53 Muhammad Chidir., Op. Cit, halaman 166.
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karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber
pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.54
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan
dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung
dari masyarakat.55 Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur:
a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk
melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara
membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan;
c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan;
d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu;
e. Tidak menarik dana secara langsung;
f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.56
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga
pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagi salah satu lembaga
sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan
perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga
mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan
menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan
54 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan
Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 5.
55 Dahlan Siamat. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, halaman 281.
56 Ibid.
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dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat
mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.57
2. Macam-macam lembaga pembiayaan
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen
(Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu
pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang
diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa
yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan
produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut
perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance Company).58 Adapun
macam-macam bentuk lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut:
a. Sewa Guna Usaha (Leasing)
Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “leasing”, dimana leasing itu
berasal dari kata lease (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha
(Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik
secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa
hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang modal adalah setiap aktiva
tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap
berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan
57 Siti Ismijati Jenie. 1996. Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan
Pembiayaan. Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, halaman
1.
58 Kasmir. Op. Cit, halaman 23.
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kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan
secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi
dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee.
b. Modal Ventura
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal
Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan
pembiayaan (Investee Company) sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu
tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi
konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Investasi
modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, meskipun resiko yang
dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi
pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain atau deviden.59
Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut (venture capitalist) adalah
seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura dan perusahaan
yang pembiayaannya dari modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
atau (investee company). Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga
(investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang
memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai
perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan.
Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan
teknikal. Dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan
59 Anna Maria Wahyu Setyowati. Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi
Pengusaha Kecil Menengah, Projustitia Tahun XVI No. 2 April 1998, halaman 42.
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keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan
pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut.
Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan
dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki
suatu riwayat operasionil yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu
pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki
hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham
yang dimilikinya.60
c. Anjak Piutang
Anjak Piutang (Factoring) menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah anjak
kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu
Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kasmir anjak piutang
atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah perusahaan yang kegiatannya
melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang
piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan
(klien).61
Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 125/KM.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan
dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan
jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
Dari definisi tersebut, setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
2) Dalam kegiatan factoring ada tiga pihak yang terkait, yaitu:
60 Neni  Sri Imaniyati. 2009. Hukum  Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan  Kegiatan Ekonomi.
Yogyakarta: Grafika Ilmu, halaman 69.
61 Ibid.
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3) Perusahaan Factoring (factoring company), atau disebut dengan factor sebagai
suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan
bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan
jangka pendek perusahaan;
4) Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (client), adalah perusahaan yang
menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada factor;
5) Nasabah (customer), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan
piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring. Istilah klien
(client) dan nasabah (customer) dalam mekanisme anjak piutang memiliki
pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki
nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki
klien dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau
customer.
d. Kartu Kredit
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit adalah
kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan
menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran
dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran
atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi
pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban
pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau
penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban
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pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge
card) ataupun secara angsuran.62
3. Kelebihan dan Kelemahan Menggunakan Lembaga Pembiayaan
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap perjanjian kredit mobil
melalui lembaga pembiayaan dapat diketahui kelebihannya, yaitu:
1. ongkos yang relatif murah, karena sifatnya yang sederhana maka untuk
dapat ditandatanganinya perjanjian dan direalisasi tidak memerlukan
ongkos dan biaya yang besar, yang biasanya dalam praktek semua biaya
tersebut diakumulasikan dalam satu paket. Termasuk dalam komponen
ini adalah konsultan fee, pengadaan dan pemasangan barang, asuransi
dan sejenisnya.
2. Unsur fleksibilitas, terutama dalam hal dokumentasi, collateral, struktur
kontraknya, besarnya dan jangka waktu pembayaran angsuran oleh
lessee, hak opsi dan lain-lain.
3. Penghematan pajak, yaitu pembayaran pajaknya lebih hemat.
4. Pengaturannya tidak terlalu complicated, yaitu tidak seperti pengaturan
terhadap kredit bank, jadi menguntungkan bagi kessor mengingat
perusahaan pembiayaan tidak perlu harus melaksanakan banyak hal
seperti diwajibkan untuk suatu bank.
5. Kriteria bagi lessee yang longgar, yaitu dibandingkan debitur yang
memanfaatkan fasilitas kredit bank, masa persyaratan bagi perusahaan
62 Dahlan Siamat. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, halaman 281.
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lessee untuk menerima fasilitas jauh lebih longgar. Mengingat
pemberian fasilitas jauh lebih aman bagi lessor karena setiap saat barang
modal dapat dijual , dengan perhitungan harga tidak lebih rendah dari
sisa hutang lessee. Karena itu pula dimungkinkan pemberian fasilitas
untuk perusahaan menengah ke bawah, perusahaan-perusahaan mana
sulit mendapatkan fasilitas lewat kredit perbankan.
6. Pemutusan kontrak atau perjanjian dapat dilakukan oleh lessee, karena
dalam perjanjian kredit mobil melalui lembaga pembiayaan diberikan
hak yang begitu mudah bagi lessee untuk memutuskan kontrak di tengah
jalan, sering juga obyek perjanjian dapat dijual kapan saja oleh lessor
dengan harga yang dapat menutupi bahkan seringkali melebihi sisa
hutang lessee. Dengan demikian tidak banyak risiko yang harus dipikul
oleh lessor maupun lessee jika terjadi pemutusan perjanjian di tengah
jalan.
7. Pembukuan yang lebih mudah, yaitu dari segi pembukuan lebih mudah
dan menguntungkan dan pembukuannya kelihatan baik.
Di samping kelebihan seperti yang disebutkan di atas, terdapat juga
kelemahan dari pemberian kredit melalui lembaga pembiayaan. Adapun kelemahan
tersebut adalah:
1. Biaya bunga yang tinggi, karena perusahaan pembiayaan juga
memperoleh biaya dari bank, maka pada prinsipnya keberadaan lessor
hanyalah sebagai perantara
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saja dalam menyalurkan dana kepada lessee. Untuk itu tentunya lessor
akan mendapat keuntungan tertentu, konsekuensinya perhitungan bunga
ataupun kompensasi terhadap bunga dalam perjanjian kredit mobil akan
relatif tinggi.
2. Biaya marginal yang tinggi, karena biaya yang sebenarnya marginal
menjadi tinggi jika biaya tersebut tidak ditekan secara hati-hati oleh
lessor. Hal ini merupakan sisi lain dari mata uang dalam transaksi
perjanjian kredit mobil, sebab di satu pihak pemberian kredit banyak
memberikan kemudahan bagi lessee, tetapi di pihak lain justru berbagai
kemudahan tersebut tidak mungkin diberikan secara gratis, melainkan
dengan biaya-biaya tertentu. Di samping itu eksistensi lessor sebagai
perantara antara penyedia dana dengan pihak lessee, menyebabkan mata
rantai distribusi dana menjadi lebih panjang, tentunya sebagaimana
biasanya transaksi dengan perantara biayanya menjadi lebih tinggi
mengingat perantara tersebut juga memerlukan fee tertentu sebagai
kompensasi atas jasa-jasanya.
3. Kurangnya perlindungan hukum, karena perlindungan para pihak hanya
sebatas itikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang semuanya
dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian.
4. Proses eksekusi yang sulit, karena tidak ada suatu prosedur yang khusus
terhadap eksekusi perjanjian kredit yang macet pembayaran cicilannya.
Karena jika ada sengketa haruslah beracara lewat pengadilan, dan
tentunya akan banyak menghabiskan waktu dan biaya. Lamanya waktu
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yang diperlukan dan berbelitnya prosedur pengadilan, akan sangat riskan
bagi perusahaan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena lamanya
sengketa, obyek perjanjian berada dalam keadaan status quo yang berarti
obyek perjanjian tersebut tetap dikuasai dan dipergunakan oleh lessee.
D. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan
Mobil
1. Hak dan kewajiban para pihak
Subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyek perikatan yaitu
kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Adapun
kreditur maupun debitur tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk
badan hukum. KUH Perdata membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya
perjanjian:
2) Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian;
3) Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak;
4) Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.
Pengertian hak dan kewajiban yaitu, hak adalah sesuatu yang diperoleh dari
pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain
sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu
kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Pada
perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat
saling mengikatkan diri dalam perikatan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi
pihak-pihak.
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Pihak-pihak di sini adalah siapa-siapa yang terlibat di dalam perjanjian..
Berdasarkan Pasal 1315 KUH Perdata jo.Pasal 1340 KUH Perdata, pada dasarnya
suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
Asas ini dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian.
Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan, pada umumnya tak seorangpun dapat
mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada
untuk dirinya sendiri. Namun dalam Pasal 1340 KUH Perdata pada pokoknya
menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang
mengadakannya.
Terhadap asas kepribadian tersebut dalam pengecualiannya yakni, apa yang
disebut dengan janji untuk pihak ketiga. Pasal 1317 KUH Perdata menyatakan
Lagipula diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan
seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk
dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seorang lain memuat
satu janji yang seperti itu.
Menurut R. Setiawan, yang dimaksud dengan janji untuk pihak ketiga adalah
janji yang oleh para pihak dituangkan dalam suatu persetujuan di mana ditentukan
bahwa pihak ketiga akan memperoleh hak atas suatu prestasi.63 Berdasarkan Pasal
1317 KUH Perdata, maka timbulnya hak bagi pihak ketiga terhadap prestasi yang
diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga
itu menyatakan kesediaannya menerima prestasi tersebut.
63 R. Setiawan. 1987. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. Jakarta: Binacipta, halaman 54.
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Hak dan kewajiban itu berupa prestasi, debitur berkewajiban memenuhi
prestasi dan kreditur berhak atas prestasi tersebut. Para pihak yang terdiri dari
kreditur dan debitur mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak kreditur
adalah sesuatu yang diperoleh dari debitur yang berupa pembayaran angsuran
dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh debitur, dan hak debitur
adalah sesuatu yang diperoleh dari kreditur berupa pemberian pembiayaan dengan
kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh kreditur. Sedangkan kewajiban
kreditur adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh kreditur untuk memberi
pembiayaan kepada debitur dengan pembebanan sanksi bila lalai atau dilalaikan, dan
kewajiban debitur adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh debitur untuk
membayar angsuran kepada kreditur dengan pembebanan sanksi bila lalai atau
dilalaikan.
Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik
kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup
menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Aspek hukum yang diterapkan
Aspek hukum itu umumnya tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit,
tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu
maka asas hukum tersebut bersifat umum atau abstrak. Menurut R.M. Sudikno
Mertokusumo, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan
hukum positif.64
64 RM. Soedikno Mertokusumo. Op. Cit, halaman 102.
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Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai
strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Dalam hal ini lembaga
perbankan berperan dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak, serta mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam rangka
mengaktualisasikan peran tersebut, salah satu jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh
bank umum adalah bergerak dalam kegiatan perkreditan.
Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan
adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank berupa pemberian kredit. Pemberian
kredit oleh Bank merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala semakin tingginya
kebutuhan akan barang dan jasa oleh masyarakat. Selain itu pula sangat berguna bagi
para pengusaha dalam rangka peningkatan produksi maupun perluasan jangkauan usaha
akibat pengaruh dari kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.
Perjanjian kredit bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10
Tahun 1998. Salah satu kegiatan usaha dibidang perbankan adalah menyangkut
perkreditan dengtan menggunakan jaminan. Kredit bank yang diberikan bagi para
nasabahnya telah dikelompokkan menjadi dua berdasarkan segi tujuan penggunaannya
yakni kredit produktif untuk keperluan produktif, dan kredit konsumtif untuk keperluan
konsumtif. Kredit untuk keperluan produktif, diberikan kepada usaha-usaha yang
menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari pada usahanya. Sedangkan kredit
Konsumtif, diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif
pada umumnya.
BCA merupakan salah satu bank yang memperaktekkan kegiatan perkreditan
secara konsumtif dan secara produktif, salah satu kegiatan perkreditan adalah kredit
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konsumer yang mencakup kredit kepemilikan mobil (selanjutnya disebut KPM). Bank
Bukopin memiliki beberapa pedoman yang mengatur syarat-syarat dan prosedur
perjanjian yang diterbitkan sendiri yang dikenal dengan akta perjanjian kredit yang
telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit kepada nasabah.
Kebutuhan akan modal untuk mengembangkan usaha bagi pelaku usaha,
menyebabkan pelaku usaha memilih program kredit konsumer KPM yang akan
mempermudahkan usahanya dalam pembelian mobil guna mengembangkan usahanya.
Pelaku usaha memilih menggunakan program KPM untuk pembelian mobil secara
kredit, sehingga dana yang ada untuk pembelian mobil secara tunai dapat dipergunakan
untuk usahanya, ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, karena dengan
pembelian mobil secara kredit, pelaku usaha juga dapat terus mengembangkan
usahanya.
Kredit diberikan berdasarkan atas dasar kepercayaan, oleh karena itu sebelum
kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyidikan terlebih dahulu secara
mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun secara ekstern, lebih
luasnya lagi pemenuhan kewjiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan
kemampuan memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Sehingga penyaluran dana oleh
bank kepada nasabah berupa pemberian kredit mobil harus mempunyai suatu jaminan
untuk pelunasan pemberian kredit tersebut.
Untuk memperoleh kredit harus melalui proses tertentu yang diawali adanya
perjanjian antara kreditur dan debitur tentang utang piutang dengan jaminan. Perjanjian
menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu perbuatan
dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
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Perjanjian adalah sesuatu yang wajib dalam pemberian suatu kredit, namun secara
umum dalam KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian kredit.
Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti Karena didalam perjanjian kredit
terdapat surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang
kemudian dapat dijadikan akta. Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat
untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa hukum yang telah dibuat oleh
para pembuatnya. Kredit yang diberikan oleh bank harus diadakan dalam bentuk
perjanjian melalui kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur.65
Dalam perjanjian kredit sendiri menganut asas konsensualisme, yang berarti
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut merupakan
kesepakatan untuk melaksanakan isi perjanjian kredit yang sebelumnya telah ditentukan
oleh pihak yang member kredit yaitu pihak bank, dan pihak debitur hanya menyetujui
atau tidak terhadap isi perjanjian tersebut. Apabila telah tercapai kata kesepakatan dan
kemudian diikuti penandatanganan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian,
perjanjian kredit baru lahir setelah kata sepakat.
Perjanjian kredit dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 adalah, penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain, mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan kredit yang
diberikan oleh bank mengandung risiko jika dikemudian hari kredit tidak dapat
65 Kasmir., Op. Cit, halaman 201.
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diselesaikan sebagaimana mestinya, karena itu diperlukan suatu jaminan dalam
pemberian kredit tersebut.
Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian,
maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun atau
analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak akan dapat dihindari. Pagar
pengamanan yang biasa dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur.
Tujuan dari jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kergian, baik yang
disengaja maupun tidak disengaja.
Jaminan dalam hukum perdata ada dua macam, yaitu jaminan perorangan dan
jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan kebendaan, benda-benda yang dapat
menjadi jaminan tersebut berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Untuk
benda bergerak cara menjaminkan dengan lembaga gadai atau fidusia, sedangkan untuk
benda tidak bergerak dengan hak tanggungan. Dalam lembaga gadai benda jaminan
diserahkan pada pemegang gadai atau kreditur, sedangkan pada hak tanggungan benda
tetap ditangan debitur. Berbeda dengan jaminan fidusia, lembaga fidusia benda jaminan
tetap ditangan debitur, sedangkan kreditur hanya menguasai hak milik benda jaminan
tersebut (conslitutum possesorium).
Salah satu benda bergerak yang dapat dijaminkan oleh debitur ialah mobil.
Debitur yang menjaminkan kendaraanya yaitu berupa mobil tentunya memiliki
kepentingan hanya untuk perkembangan zaman saja atau kelangsungan usahanya yang
dalam hal ini berupa permodalan maupun pembiayaan oprasional perusahaan. Dengan
spesifikasi jaminan yang merupakan barang bergerak sesuai dengan Undang-Undang
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Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Barang bergerak dalam hal ini mobil
juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit oleh lembaga keuangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal
1 ayat (1) “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda. Hal ini dirasa sangat melemahkan kedudukan
kreditur terhadap benda jaminan tersebut, sebab dengan tidak beradanya jaminan
ditangan kreditur maka debitur dapat mempergunakan benda jaminan yang mungkin
dapat merugikan kreditur.66
3.Perlindungan hukum dalam perjanjian
Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah
untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan dalam tiap-tiap
perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk
menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang
bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Dari Pasal tersebut di atas maka
dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan, pengertian “memberikan sesuatu”
mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya
hingga waktu penyerahannya.
Istilah “memberikan sesuatu” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235
KUHPerdata tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu :
1. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi obyek perjanjian;
66 Munir Fuady. Op. Cit, halaman 8.
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2. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian, yang
dinamakan penyerahan yuridis.
Wujud prestasi yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat
sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan sesuatu perbuatan yang telah
ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak
melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam
perjanjian.
Dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka
perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan
persoalan. Namun kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau
menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Hal inilah yang disebut dengan wanprestasi.
Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena
kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang
menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Menurut R. Subekti,
melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan
wanprestasi,67 yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan
wanprestasi. Mengenai hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk prestasinya.
Sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat
dikatakan telah wanprestasi.
Apabila tenggang waktu pemenuhan prestasi sudah ditentukan dalam
perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata, debitur sudah dianggap
67 R. Subekti. 1994. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni, halaman  45.
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wanprestasi dengan lewatnya waktu pemenuhan prestasi tersebut. Sedangkan bila
tenggang waktunya tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka dipandang perlu
untuk terlebih dahulu memperingatkan debitur guna memenuhi kewajibannya, dan
jika tidak dipenuhi, maka ia telah dinyatakan wanprestasi.
Surat peringatan kepada debitur tersebut dinamakan somasi, dan somasi
inilah yang digunakan sebagai alat bukti bahwa debitur telah wanprestasi.Untuk
perikatan yang wujud prestasinya “tidak berbuat sesuatu” kiranya tidak menjadi
persoalan untuk menentukan sejak kapan soaring debitur dinyatakan wanprestasi,
sebab bila debitur melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian
maka ia dinyatakan telah wanprestasi.
Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau
ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh
dilakukannya perkataan ‘wanprestasi’ berasal dari bahasa Belanda yang berarti
prestasi buruk. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat di atas
dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja. Wanprestasi yang dilakukan
debitur dapat berupa empat macam:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Permasalahan tentang wanprestasi, terdapat pendapat lain mengenai syarat-
syarat terjadinya wanprestasi, yaitu:
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1. Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini kreditur tidak perlu
menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab
debitur memang tidak mampu berprestasi;
2. Debitur salah berprestasi, dalam hal ini debitur sudah beritikad baik
untuk melakukan prestasi, tetapi ia salah dalam melakukan
pemenuhannya;
3. Debitur terlambat berprestasi, dalam hal ini banyak kasus yang dapat
menyamakan bahwa terlambat berprestasi dengan tidak berprestasi sama
sekali.
Berdasarkan dengan akibat wanprestasi tersebut, Abdul Kadir
Muhammad berpendapat bahwa akibat hukum dari debitur yang telah melakukan
wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sabagai berikut :
1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh
kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dari suatu pihak
memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau
memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata);
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal
1237 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk
memberikan sesuatu;
4. Membayar biaya perkara apabila perkara diperkarakan di muka hakim
(Pasal 181 (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu
dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
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5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan
perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH
Perdata). Ini berlaku untuk semua perikatan.68
Dari beberapa akibat wanprestasi tersebut, kreditur dapat memilih diantara
beberapa kemungkinan sebagai berikut :
a. Meminta pelaksanaan perjanjian walaupun pelaksanaannya sudah
terlambat;
b. Meminta penggantian kerugian. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ganti
rugi ini dapat berupa biaya (konsten), rugi (schaden), atau bunga
(interessen);
c. Meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, bila perlu disertai
dengan penggantian kerugian (Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata).
Sehubungan dengan kemungkinan pembatalan lewat hakim sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1267 KUH Perdata tersebut, maka timbul persoalan apakah
perjanjian tersebut sudah batal karena kelalaian pihak debitur atau apakah harus
dibatalkan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim tersebut bersifat
declaratoir ataukah bersifat constitutive. R. Subekti mengemukakan bahwa
“menurut pendapat yang paling banyak dianut, bakannya kelalaian debitur, tetapi
putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan hakim itu
bersifat constitutive dan bukannya declanatoir.69
Kendaraan bermotor yang sudah dijadikan obyek Jaminan fidusia atau yang
telah diikat secara Fidusia tidak boleh dialihkan, dijual, disewakan ataupun
68 Abdul Kadir Muhammad. Op. Cit, halaman 24.
69 R. Subekti. 1987. Pokok-Pokok Perdata. Jakarta: PT Intermasa, halaman 148.
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digadaikan pada pihak ketiga. Sebab obyek Jaminan fidusia berada pada Pemberi
fidusia (debitor) akan tetapi sudah diikat secara Fidusia oleh pihak Bank (Penerima
Fidusia), jadi pihak Pemberi fidusia secara tidak langsung menguasai Jaminan
fidusia tersebut,
Pada dasarnya pihak Pemberi fidusia (debitor) masih dapat menjual obyek
Jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan pihak Bank (Penerima Fidusia),
sebab Obyek Jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitor. Pihak Bank tidak
begitu mempermasalahkan tindakan debitor yang dengan sengaja menggadaikan,
mengalihkan, atau bahkan menjual pada pihak ketiga asalkan pelunasan
pembayaran kredit pada pihak Bank masih tetap lancar atau tidak mengalami
kemacetan, sebab objek tersebut diikat secara fidusia sudah didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Fidusia (KPF).
Dalam Pasal 20 UUJF disebutkan bahwa jaminan fidusia mengikuti benda
yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada
kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan fidusia. Jadi
walaupun benda yang dijadikan obyek Jaminan fidusia ini berpindah tangan atau
dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga maka jaminan fidusia tetap
mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia tersebut. Hal ini berdasarkan
prinsip droit de suite yang berkaitan dengan hak mutlak kebendaan.
Apabila mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga
tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari BCA Finance dan nasabah tidak
membayar angsuran kredit serta tidak diketahui keberadaannya, maka upaya yang
dilakukan BCA Finance adalah meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk
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melacak keberadaan nasabah debitor dan kendaraan bermotor yang menjadi barang
jaminan dan meminta pada pihak yang berwajib untuk melakukan pemblokiran
STNK dan BPKB kendaraan bermotor tersebut. Kemudian pihak Bank menerbitkan
Surat Peringatan sampai dengan 3 kali kepada pihak debitor (Pemberi Fidusia)
untuk segera melakukan pelunasan utangnya. Jika tetap tidak melunasi pembayaran
utangnya, pihak Bank akan melakukan lelang terhadap obyek Jaminan fidusia
tersebut untuk melunasi utang debitor tersebut.
Menurut penulis apabila pemberi fidusia menjual benda yang dijadikan
jaminan fidusia pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari
penerima fidusia (kreditor) penerima fidusia tersebut dapat dituntut telah melakukan
tindak seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 36 Undang- Undang Fidusia
bahwa Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda
yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2
yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Didalam setiap pembelian mobil secara tunai maupun kredit, finance telah
merekomendasikan asuransi bagi setiap customer KPM (karena jika terjadi
musibah, customer tetap harus melunasi sampai masa pembayaran selesai). Secara
umum, asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana pihak asuransi
membuat  ikatan dengan customer yaitu dengan menerima suatu premi untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau
kehilangan yang mungkin akan dialaminya akibat peristiwa yang tidak terduga.
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Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai ancaman bahaya yang
tidak terduga misalnya tabrakan, pencurian beberapa bagian mobil atau bahkan
mobil itu sendiri yang dicuri. Sehingga dengan adanya perlindungan asuransi, akan
membuat pemilik kendaraan merasa lebih tenang menghadapi berbagai ancaman
bahaya yang datangnya tidak pernah terduga. Pada dasarnya, perusahaan asuransi
tidak akan merugikan pihak customer. Hanya saja keuntungan lainnya dari asuransi
kendaraan tidak bisa dilihat secara finansial tetapi lebih pada keuntungan moril
dimana customer lebih merasa aman dan tenang dengan adanya jaminan dari
asuransi untuk setiap musibah yang tidak terduga datangnya. Ada dua macam jenis
asuransi mobil yang ditawarkan oleh finance kepadacustomer, yaitu:
d. Comprehensive / All Risk
Menjamin kerugian akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan
jahat orang lain, kendaraan hilang, kebakaran, banjir, kerusuhan, huru-hara, atau
kehilangan perlengkapan tambahan. Asuransi all risk digunakan pada mobil diatas
tahun 2002 karena resiko terjadi kecelakaan lebih banyak.
e. Total Loss Only (TLO)
Menjamin kerugian akibat dari terbakar total atau kendaraan hilang dengan
minimum kerusakan 75% dari harga pertanggungan atau kendaraan yang hilang
tersebut.
Dalam pembelian polis asuransi mobil sebaiknya memilih polis asuransi
yang jaminannya sesuai dengan kebutuhan customer. Jenis produk asuransi yang
biasanya ditawarkan finance ini berada pada usia mobil yang minimal 8 tahun
dari sekarang. Jenis kendaraan yang ada dalam asuransi adalah non truck/non
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pick up (sedan,mini bus, jeep). Adapun cara menetapkan jumlah pertanggungan
yang sesuai dengan keadaan mobil customer, yaitu jumlah pertanggungan yang
sesuai dengan harga pasar dari suatu kendaraan dapat dilihat dari tabel harga
mobil yang secara periodik selalu diperbaharui (perbulan). Dari tabel dapat
dilihat merk mobil dan jenis mobil yang sesuai dengan mobil yang akan
diasuransikan. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat klaim, terutama untuk
jumlah pertanggungan lebih kecil dari harga pasar. Dengan adanya asuransi
mobil ini, apabila mobil milik customer keserempet, maka finance akan
langsung mengcover mobil tersebut melalui pihak asuransi. Mobil tersebut akan
diperbaiki langsung dibengkel yang telah ditunjuk oleh pihak asuransi.
Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur adalah besarnya
jumlah denda atas keterlambatan pembayaran dari debitur tidak tetap dan
besarnya uang administrasi yang berubah-ubah pada tiap-tiap tahun, maka hal ini
memenuhi kiteria wanprestasi, yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi
tidak sebagaimana mestinya.
Penentuan apakah seorang debitur/ lessee termasuk dalam kategori
wanprestasi, menurut ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1238, yaitu “si
berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta
sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini
menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu
yang ditentukan”.
Dari ketentuan Pasal 1238 di atas maka dapat disimpulkan bahwa
debitur/ lessee jelas melakukan wanprestasi apabila ia benar-benar telah
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mendapatkan surat pernyataan lalai dalam hal ini adalah surat pemberitahuan,
surat teguran dan surat peringatan terakhir yang diberikan dari pihak kreditur/
lessor karena lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan untuk pembayaran
angsuran.
Wanprestasi merupakan salah satu sebab terhentinya atau terputusnya
perjanjian kredit mobil melalui . Pasal 1239 KUHPerdata menentukan bahwa
dalam hal suatu pihak melakukan wanprestasi maka pihak lainnya dapat
menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Alternatif lain selain
dari tuntutan hanya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, maka dapat juga
dituntut pelaksanaan perjanjian itu sendiri dengan atau tanpa ganti rugi.
Terhadap terjadinya wanprestasi, khususnya dalam hal wanprestasi yang
berupa keterlambatan pembayaran uang angsuran yang dilakukan oleh debitur/
lessee maka dalam praktek di lapangan biasanya dikenakan sanksi yang berupa
pengenaan denda yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh kreditur/ lessor.
Selanjutnya terhadap bentuk wanprestasi yang berupa pemindahtanganan obyek
perjanjian atau mobil sebelum selesai atau lunasnya masa angsuran yang
dilakukan oleh debitur/ lessee tanpa sepengetahuan kreditur/ lessor kepada pihak
ketiga, maka proses penyelesaiannya berdasarkan atas adanya isi perjanjian
dimuka. Sebagian besar isi perjanjian tersebut jelas melarang hal yang dilakukan
debitur/ lessee tersebut, sebagai tindak lanjut atas perbuatan debitur/lessee maka
kreditur/ lessor dapat menarik obyek perjanjian.
Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu besarnya denda
atas keterlambatan pembayaran angsuran dari debitur serta besarnya biaya
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administrasi yang harus disesuaikan tiap tahunnya berbeda dan berubah-ubah
sehingga sering dikeluhkan oleh pihak debitur, karena menurut pihak debiutur ia
terpaksa terlambat melakukan kewajibannya yaitu pembayaran angsuran karena
keadaan di luar keinginannya, bukan semata-mata lalai. Tindakan kreditur dalam
pengenaan denda yang tidak tetap kepada pihak debitur termasuk wanprestasi
melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikannya.
Pada Kredit Pemilikan Mobil (KPM) ini dipengaruhi oleh uang muka
(DP), tenor, suku bunga, dan pinalty yang harus dilunasi bila melakukan
pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo setelah customer melakukan perjanjian
kredit dengan finance. Besar pembayaran uang muka atau pengambilan jangka
waktu kredit (tenor) customer juga dapat disesuaikan dengan kemampuan tingkat
pendapatannya. Hal ini bertujuan agar customer tidak merasa terbebani atau
tidak mengalami kesulitan dalam pengembalian kreditnya. Semakin rendah
pendapatan customer, maka jangka waktu kredit yang diambil akan semakin
lama. Jangka waktu kredit ini juga akan mempengaruhi besar suku bunga yang
diberikan oleh finance kepada customer.
Penyelesaian oleh Tim Account Officer (Collection) ini tidak memiliki
ketentuan waktu dan selama itu kendaraan dapat ditarik apabila ada itikad tidak
baik dari konsumen. Dilain pihak kendaraan sebagai barang jaminan tersebut
mungkin tidak ditarik bilamana konsumen masih beritikad baik untuk
melanjutkan kredit dan bersifat kooperatif. Dalam kondisi demikian konsumen
dapat menitipkan kendaraannya pada Tim Account Officer (Collection) sebagai
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jaminan hingga waktunya ia membayar.
Pada umumnya tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan adalah
menjadi tanggung jawab dari debitur apabila ia baik karena sengaja maupun
kelalaiannya tidak memenuhi prestasinya. Dalam praktek perjanjian kredit mobil
melalui kredit pembiayaan pembelian mobil baru, peristiwa overmacht yang
sering terjadi adalah banyak disebabkan oleh faktor-faktor di luar kesadaran dari
pihak debitur/lessee yaitu faktor karena perbuatan orang lain dan karena keadaan
alam. Secara lebih konkretnya peristiwa overmacht yang dapat menyebabkan
terhalangnya kewajiban debitur/ lessee dalam pemenuhan prestasinya, yaitu
peristiwa bencana alam, obyek perjanjian dicuri, kecelakaan lalu lintas, terjadi
huru hara dan penjarahan dan sejenisnya.
Sebagai pertanggungjawaban atas terjadinya hal-hal tersebut di atas,
maka kreditur/ lessor juga telah menyiapkan cara untuk mengatasinya yang
secara umum hal ini jarang dicantumkan dalam perjanjian di muka. BCA
memberikan informasi bahwa dalam hal terjadinya overmacht seperti pada
contoh di atas oleh pihak kreditur/lessor tetap dikenakan denda bila oleh
karenanya debitur menjadi terlambat dalam memenuhi kewajibannya tetapi
besarnya denda tidaklah sebesar atau sama dengan besarnya denda
keterlambatan bila tidak terjadi suatu overmacht.
Besarnya denda hanya dikenakan separuh dari ketentuan yang
diperjanjikan. Itupun dengan catatan bahwa prestasi dari debitur/ lessee yaitu
dalam hal pembayaran angsuran pada bulan-bulan sebelumnya relatif baik dan
lancar. Bagi pihak debitur/lessee seringkali merasa terkejut dengan
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dikenakannya denda akibat overmacht karena sebagian besar debitur tidak
menyadari akan hal ini dan kebanyakan masalah overmacht tidak disebutkan
dalam perjanjian kredit mobil melalui BCA. Munculnya masalah tersebut lebih
banyak disebabkan karena tidak adanya kesadaran dari para pihak untuk
mencantumkan masalah overmacht dalam perjanjian, akibatnya dapat
menimbulkan suatu perselisihan di antara mereka.
Terjadinya persengketaan akibat dikenakannya denda atas terjadinya
overmacht kepada debitur lebih disebabkan karena lemahnya peran debitur
dalam menentukan isi perjanjian di mana debitur secara tepat bersedia
menandatangani perjanjian kredit mobil tersebut tanpa pertimbangan apakah ia
mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya, sehingga bila terjadi overmacht
debitur dapat dikenakan denda dan menjadi terbebani.
Dari hasil penelitian pola penyelesaian kredit bermasalah dalam praktek
sehari-hari yang dilakukan oleh BCA adalah  Penyelesaian intern masalah kredit
bermasalah di BCA ditangani oleh Departemen Service dan Departemen
Problem Account Officer (PAO)/ Collection. Kewajiban Bagian Penagihan
setelah melihat data pembayaran konsumen yang telah jatuh tempo namun
tidak/belum terbayar mengupayakan lebih dahulu penagihan dengan cara yang
persuasive dan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
1) Melakukan kontak telepon dengan konsumen (Desk Call).
Proses Desk Call diambil terhadap piutang konsumen yang telah jatuh tempo
dalam interval waktu 1- 14 hari. Dalam Desk Call ini diutamakan personal approach
dengan memberitahukan bahwa hutang konsumen telah jatuh tempo, dan memberikan
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pengarahan–pengarahan kepada konsumen selaku debitur dalam rangka pelunasan
hutang kepada BCA sekaligus dinyatakan pula akibat hukum yang akan menimpa
debitur bila utang tersebut tidak dibayar. Jika interval waktu 1-14 hari yang menjadi
masa desk call ini konsumen tidak memberikan tanggapan, maka proses selanjutnya,
departemen service akan mendatangi konsumen tersebut guna mengupayakan lebih
lanjut pembayaran hutang konsumen tersebut.
2) Field Call.
Proses persuasive oleh Departemen Service dengan mendatangi konsumen
tersebut dan dilakukan terus-menerus hingga hari ke 44 setelah kredit jatuh tempo.
Selama masa ini debitur tetap dapat melakukan pembayaran angsuran. Dalam masa
Desk Call dan Field Call selain langkah-langkah persuasif via telpon dan kunjungan-
kunjungan persuasive maka langkah administrasi tetap diambil yaitu dengan
memberikan Surat Peringatan I hingga Over Due kredit 7 hari, dan pada hari ke-8 akan
dikirim Surat Peringatan II hingga hari ke-15 Over Due kredit. Bila setelah pengiriman
Surat Peringatan II ini hingga hari ke-15 ini.
Dalam hal terjadi overmacht pihak debitur tetap dikenakan denda bila debitur
terlambat dalam memenuhi kewajibannya, tetapi besarnya denda tidaklah sebesar
dengan denda keterlambatan bila tidak terjadi overmacht. Akan tetapi jika lessee ikut
asuransi yang ditawarkan lessor, maka bila terjadi peristiwa overmacht pihak asuransi
yang mengganti atas kerugian yang diderita oleh lessee Dan atas wanprestasi tersebut
debitur wajib untuk mengganti kerugian, benda yang dijadikan obyek perikatan sejak
saat tidak dipenuhi kewajiban menjadi tanggungjawab lessee, dan jika perikatan timbul
dari perjanjian yang timbal balik maka lessor dapat meminta pembatalan atas perjanjian
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tersebut kepada lessee. Perjanjian kredit mobil tersebut kurang menguntungkan bagi





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Perjanjian Kredit
Terhadap Kepemilikan Mobil Pada Lembaga Pembiayaan (Studi Kasus di PT. Dewi
Mobil), maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Kredit Kepemilikan mobil adalah produk kredit yang ditujukan kepada seseorang
yang memerlukan mobil baru dengan cara mengangsur. Angsuran kredit KPM
bersifat In Advance, yaitu angsuran bulan pertama dibayar di muka bersama
dengan uang muka, administrasi, dan asuransi. Pembiayaan kredit ini melalui
dealer mobil yang sudah bekerjasama dengan pihak finance. Finance merupakan
lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas kepada customer untuk mendanai
kredit mobil tersebut. Untuk memperoleh pembiayaan oleh pihak finance, ada
beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilalui oleh customer yaitu pihak
customer wajib memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak
finance ini.
2. Peristiwa wanprestasi yang terjadi dalam praktek perjanjian kredit mobil melalui
lembaga pembiayaan sebagian besar dilakukan oleh pihak debitur/ lessee, yang
sering kali terjadi dan dapat dikatakan mayoritasnya adalah masalah
keterlambatan pembayaran uang angsuran pada tiap-tiap bulannya, yang
kemudian disusul masalah pemindahtanganan obyek perjanjiamn sebelum
selesainya masa angsuran oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan kreditur lessor.
Dan atas wanprestasi tersebut debitur wajib untuk mengganti kerugian, benda
yang dijadikan obyek perikatan sejak saat tidak dipenuhi kewajiban menjadi
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tanggungjawab lessee, dan jika perikatan timbul dari perjanjian yang timbale
balik maka lessor dapat meminta pembatalan atas perjanjian tersebut kepada
lessee.Perjanjian kredit mobil tersebut kurang menguntungkan bagi pihak lessee
karena kurangnya perlindungan hukum bagi pihak lessee. Dalam hal terjadi
overmacht pihak debitur tetap dikenakan denda bila debitur terlambat dalam
memenuhi kewajibannya, tetapi besarnya denda tidaklah sebesar dengan denda
keterlambatan bila tidak terjadi overmacht.
3. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor
pada PT. Dewi Mobil pertama-tama yaitu apabila debitur sudah menyetujui segala
persyaratan yang ditentukan oleh PT. Dewi Mobil, maka debitur diminta untuk
mengisi formulir permohonan kredit kendaraan bermotor dalam bentuk yang
sudah ditentukan oleh PT. Dewi Mobil kemudian permohonan kredit tersebut
dinilai dengan prinsip dari penilaian yaitu The Five C’s Credit Analis. Kemudian
dilakukan penilaian permohonan kredit, apakah kredit yang diajukan debitur
memenuhi syarat atau tidak. Apabila kredit tersebut disetujui maka pihak Bank
akan menghubungi untuk memberitahukan.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Perjanjian
Kredit Terhadap Kepemilikan Mobil Pada Lembaga Pembiayaan (Studi Kasus di PT.
Dewi Mobil), maka dapat diberikan beberapa saran untuk perkembangan ilimu hukum
khususnya dalam hukum Jaminan, yaitu:
1. Kepada Debitur disarankan untuk lebih memperhatikan perjanjian kredit
kepemilikan mobil. Pembelian secara kredit berbeda dengan pembelian secara
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tunai, itu terlihat dari pihak yang terlibat didalamnya. Dalam pembelian secara tunai
pihak yang terlibat hanya pemilik dealer dengan customer, sedangkan pembelian
secara kredit ada banyak pihak yang terlibat didalamnya, antara lain dealer, finance
dan customer. Ada beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilalui oleh customer
untuk memperoleh pembiayaan oleh pihak finance, pihak customer wajib
memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak finance ini.
2. Kepada Bank disarankan untuk  mengambil atau menarik kendaraan bermotor
yang menjadi objek jaminan fidusia yang dijual pada pihak ketiga diharapkan
terlebih dahulu menjelaskan dengan pendekatan yang baik kepada debitur dan pihak
ketiga tersebut mengenai permasalahan hukumnya. Dengan pendekatan yang
memegang prinsip etika moral diharapkan akan memberi dampak yang positif dan
membuat debitor serta pihak ketiga menyadari akibat hukumnya sehingga akan
mempermudah penarikan objek jaminan fidusia untuk selanjutnya eksekusi melalui
pelelangan umum ataupun dijual dibawah tangan guna pelunasan hutang pihak
debitur.
3. Kepada pemerintah disarankan dalam rangka untuk melindungi kepentingan
kreditor (Penerima Fidusia), pihak kreditur harus mendaftarkan Akta Jaminan
Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk dapat
memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) dan
memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap
kreditor lain.
